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ABSTRAK

Pulungan, Abdul Kadir Jailani. 201®andangan Pakar Hukum Dan Ulama
Kota Malang Terhadap Asas Legalitas Dalam Pembagian Harta
Waris Gono Gini. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulialik
Ibrahim Malang, Pembimbing: (1). Dr. Tutik Hamidah.,Ag. (2). Dr.
Saifullah, M.Hum.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Harta Waris, Gono Gini.

Islam telah mengatur umatnya untuk menjalankanaatwang telah
ditegakkan seperti halnya pelaksanaan waris. Doriedia pelaksanaan tersebut
tidak teralisasi dengan baik. Dari segi antropdpgiimana Indonesia memiliki
adat dan budaya yang juga menghambat pelaksanasebut Daru segi
sosiologisnya, ini juga disebabkan oleh faktor nsautu sendiri. Dari segi
yuridis, aturan yang ada tidak memiliki kekuatanganemaksa warganya untuk
melaksanakan aturan tersebut bahkan ketika sesefaada/duda cerai matipun
yang hendak menikah hanya mempersyaratkan suratieensaja dari Kepala
Desa atau Lurah setempat. Faktor-faktor di atatatgdaik dari segi sosiologis,
antropologis atau dari segi lemahnya aturan yaag@aehyebabkan kemudharatan
terhadap hak dari ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimpaadangan pakar
hukum dan ulama Kota Malang terhadap asas legatltldam pelaksanaan
pembagian harta waris gono gini. Sehingga diharapkatinya dari penelitian ini
dapat memperluas khazanah keilmuan kita serta mmrtkam pemikiran baru
dalam menjawab permasalahan hukum.

Penelitian ini menggunakan paradigma naturaligiégdekatan kualitatif
dengan menggunakan analisis data deskriptif ktiglissedangkan pengumpulan
data dilakukan melalui teknik wawancara. Lokasighéian ini berada di Kota
Malang dengan objek penelitiannya adalah pakar iutan ulama Kota Malang
dengan standarisasi bagi pakar hukum sebagai aksideng berprofesi sebagai
dosen dan praktisi hukum yang menjabat sebagainiHdkngadilan Agama.
Sedangkan standarisasi ulama dengan pendidikanmalinE1 dan berbasis
organisasi Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah ld&nh Kota Malang.

Hasil penelitian ini adalah (1). Dimana pendap&aP&ukum dan Ulama
Kota Malang mengenai asas legalisasi dalam pembdwaa waris gono gini
adalah bahwa legalitas sangat penting terhadap gmgarbharta waris gono gini
dalam bentuk tertulis dimana hal itu dapat dibuatkarat keterangan dari pejabat
notaris atau dapat pula dibuat melalui permohongwa#ta Pengadilan Agama
untuk menetapkan ahli waris sehingga nantinya akamudahkan pembagian
harta waris, jika ahli warisnya memiliki pendapata@ang rendah maka mereka
dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waisrdjadilan Agama dengan
mengajukan proses persidangan dengan biaya per@gara cuma-cuma
(2).Terkait dijadikan surat keterangan pembagian Ivaatdés gono gini ini sebagai
syarat perkawinan bagi duda/janda cerai mati terpefbedaan pendapat.
Perbedaan ini dilandasi cara berpikir yang berbdelagan melihat situasi dan
kondisi yang ada, baik dari segi antropologis,@ogis maupun yuridis.
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ABSTRACT

Pulungan, Abdul Kadir Jailani. 201Begal Experts and Scholars Malang View
Against Treasure Principle of Legality in Inheritance Community
property division. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Postgraduate
Program of State Islamic University Maulana Malibrahim
Malang, Supervisor : (1) Dr. Tutik Hamidah, M.Ag2)(Dr.
Saifullah, M. Hum.

Keywords : Legality Principle , Inheritance, Comntymroperty .

Islam has set his people to run the rules that baes established as well
as implementation inheritance. In Indonesia, theplémentation is not
implemented well . Anthropological terms , whicldémesia has a tradition and
culture that also hinder the implementation . Fisouiological terms, this is also
caused by the human factor itself. Juridical tetims existing rules don’t have the
power to force citizens to implement these rulesnewhen one widow / widower
divorcee death who want to marry only require deagtificate course from the
local village chief or headman . The factors abthese have happened , both in
terms of sociological , anthropological or in teraighe weakness of the existing
rules cause harm to the rights of heirs .

This study aims to determine how the views of leygerts and scholars
Malang against the principle of legality in the ileypentation of the division of
the estate community property. So expect futuréhisf research can expand our
realm of knowledge and bring new thinking in ansngitegal problems.

This study uses a naturalistic paradigm with gaflie approach using
qualitative descriptive analysis of the data, white data collection is done
through interview techniques . The study site ated in Malang, with the object
of research is the legal experts and scholars Mahath standards for law as an
academic expert who is a legal practitioner antulec , who served as Justice of
Religious Court . While the scholars with minimalueation S1 and based on
Nahdhatul Ulama organization ( NU ) , Muhammadiyaianization and the
Indonesian Scholars Council ( MUI ) Malang .

This result showed that : ( 1 ) The opinion of Le§aperts and Scholars
Malang on the principle of the division of the #stdegalization Community
property is very important that the legality of tlikvision of the estate
Community property in written form where it can i@de official letter from the
notary or can also be made through an applicatidhd Religious to establish an
heir so that will facilitate the distribution ofdlestate , if the beneficiary has a low
income then they can apply for a determinatiorhefhlteirs to the courts for legal
proceedings filed with the court fee free of charge2 ) Related serve letter
Community property estate division as a conditidrmarriage to a widower /
divorcee death occurred dissent . This distincieobased on a different way of
thinking by looking at the circumstances that exidioth in terms of
anthropological, sociological and juridical .
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Hukum kewarisan Islam telah diatur sedemikian rdipdalam Al-Quran
dan Hadits Nabi, hal ini bertujuan agar ahli wanengetahui dengan
sebenar-benarnya tentang bagian pusaka yang belitedkmanya, agar
seseorang tidak terjadi pengambilan hak orang thingan jalan tidak halal.
Sehingga dengan begitu, rasa keadilan dan keamdiaatara ahli waris
dapat terjaga tanpa ada yang harus memonopoli waria. Selain itu, bila
hukum ini dijalankan dengan jujur dan benar, mak&hlawatiran adanya
dampak negatif dari pengaruh harta yang ditinggalagi bisa dihindari atau
bisa diminimalisir. Artinya, dengan terlaksananysuim faraid disamping
hak warisan dapat dikembalikan secara benar kepaig punya hak, juga
yang sangat mendasar adalah mampu membuat kelyangabersangkutan
hidup dengan damai.

Di Indonesia prinsip harta waris dapat diambil daarta bawaan dan
harta selama perkawinan atau yang lebih seringkkiteal dengan harta gono
gini.” Dengan demikian, ada 3 kedudukan harta selamamiéritangga,
yakni harta bawaan suami, harta bawaan istri da@a Inailik bersama suami
dan istri®> Sehingga apabila salah satu pasangan dari suaiminsninggal
dunia, maka pasangan yang hidup lebih lama akamla@patkan separoh dari

harta bersama, begitupula dengan separoh hartagyaldri pasangan yang

! HabiburrahmanRekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di IndondSiakarta: Kencana Pranada
Media Group, 2011), HIm. 80

2 Suhrawadi, Komis Simanjuntakukum Waris Islam(Jakarta: Sinar Grafika. 2004), Him 50

% Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara ABilirabaya: Airlangga, 2003), HIm. 92



meninggal dunia akan manjadi harta waris ditambangdn harta
bawaannya. Hal ini dituangkan dalam pasal 96 ayé@HI, “apabila terjadi
cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi fresangan yang hidup
lebih lama”*

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pientdihadap
prakteknya, masih saja ditemukan penyimpangandefhpelaksanaan waris.
Seperti tidak adanya pembagian harta waris ketlk@hssatu dari pasangan
suami istri meninggal. Hal ini bisa saja dipenganléh adat dan kebudayaan
yang bermuara kepada etika seorang anak kepadg twranya yang berat
hati untuk menuntut haknya atau kurangnya pengetableh pasangan yang
masih hidup, dimana harta yang seharusnya dibagigdap sebagai milik
pribadinya. Akan tetapi hal ini semakin parah, keetduda/janda tersebut
hendak melakukan pernikahan tanpa didahului adpag@agian waris atau
diisyaratkan adanya surat keterangan hak warisadegh harta waris yang
ditinggalkan. Sehingga menimbulkan asumsi akaraderya percampuran
harta ahli waris yang didapat dari harta waris parbharta pribadi/bawaan
serta harta bersama dari salah seorang dari otangneraka yang telah
meninggal dengan calon ayah/ibu tiri meraka, s&@ngantinya akan
menyebabkan ketidakjelasan berapa bagian hak em&¥dkadap harta waris.

Selain itu, hal ini juga menyebabkan harta ahliisvdersebut juga
dipertanyakan akan keamanan dari kemungkinan dpitatgankan,

dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak ataustiamkan oleh ayah dan

* Afdol, Penerapan Hukum Waris Islafd|m. 94



istri ayahnya sebagai pemegang atau pihak yang umeagbarang-barang

tersebut.

Dilihat dari segi hukum terhadap pelaksanaannyd, iha sudah
diaplikasikan dalam bentuk pengkodifikasian, yattaliam kompilasi hukum
Islam yang terdapat pada pasal 187 ayat 1 yangibgrb

“Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalammka oleh pewaris
selama hidupnya atau oleh para ahli waris dapatunjitkkan beberapa
orang sebagai pelaksana pembagian harta waris dernggas.

a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, ba#rupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian desaltkeh para abhli
waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganylengan mata
uang.”

Bila diamati dengan seksama, pada pasal di atasbigr terdapat kata
dapat, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembaggxis hanya
bersifat anjuran, dalam arti tidak adanya unsursgak. Selain itu, Harta
waris dapat dibagi bila terjadi pengajuan dari adris kepada pihak yang
menguasai harta waris atau dapat pula mengajukemopenan terhadap
pengadilan untuk membagi harta waris kepada pibak yperhak menerinfa.

Tindakan tidak dibaginya harta waris ini bisa sgigsumsikan sebagai
penundaan pembagian harta berdasarkan pada kedwkah atau dalam
istilah figh “adat al-Muhakkamah’ Di Indonesia kebiasaan penundaan itu
sampai pada hari ke 100 dalam rangka peringatankbaratiannya. Atau

masih terdapat salah seorang dari orang tuanyaryasin hidup. Akan tetapi

® Afdol, Penerapan Hukum Waris Islatd|m. 317
® Afdol, Penerapan Hukum Waris IslafH| Pasal 188), Him. 318



terhadap persoalan ini hanya sampai pada batagsgjana hak kepemilikan
harta warisan itu tidak melibatkan orang lain.

Fenomena yang terjadi bahwa ditemukan adanya @draikduda/janda
mati yang menikah tanpa terlebih dahulu melaksanas@mbagian harta
waris. Seperti keluarga Pak Pairi, keluarga Pakr&ygang beralamatkan di
Desa Mulyoagung dan keluarga Buk Mukid di Tlogorhasrta Buk Gatot di
Kedung Kandang, dimana keharmonisan rumah tangga yang diinginkan
kurang dapat dirasakan, hal ini disebabkan selaemantah tangga selalu
dihiasi dengan sikap saling curiga dan kurang horyaag didasari pada
prasangka negatif terhadap harta waris yang belbagikan. Selain itu, di
Pengadilan Agama pun pada tahun 2012 hanya 12rpeykag diajukan ke
PA, dimana 10 merupakan kasus permohonan dan 2bgsifat gugatar?’

Berdasarkan fakta yang terjadi, ketika seseorani@/ganda mati hendak
melakukan perkawinan tanpa membagi harta warisg ydimungkinkan
adanya pengaruh adat dan budaya. Apalagi perkawmamanya didasari
surat kematian dari desa sebagai syarat untuk @engebagaimana yang
tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf f PP. NomoaBuh 1975 huruf ( f)
yang berbunyi:

“Surat keterangan kematian isteri atau suami yamglahulu atau dalam
hal perceraian surat keterangan perceraian bagikasvinan untuk kedua

kalinya atau lebih”.

" Syakroni Konflik Harta Warisan(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), HIm. 68
® pak SelamaiVawancaral6 Maret 2013

° Fadh AhmadyVawancara 16 Maret 2013

9 Munasik, Hakim Pa Kota MalangyawancaraMalang, 12 September 2013



Atau lebih lengkapnya aturan ini dapat dilihat damrat administrasi di
Kantor Urusan Agama (KUAJ, yang mempersyaratkan nikah bagi warga
negara Indonesia pada poin no. 7 yang berbunyi:

“Surat keterangan kematian suami/isteri bagi jardiada mati dari
desa”

Dengan demikian, hal ini akan membuka kemungkiremdngkinan
yang telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu,upadanya suatu jaminan
terhadap harta tersebut dengan menjadikan surakegian pembagian harta
waris sebagai syarat bagi duda/janda mati yang dkenohelakukan
perkawinan. Selain itu, fungsi hukum yang esseraialah untuk menjamin
stabilitas dan kepastian. Dua hal ini merupakamatuj utama daripada
hukum. Sebagimana diketahui umum, fungsi hukum gabaekanisme
pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sogehg bersifat

preventif*?

dan pengendalian sosial yang bersifat repfédifahkan pada
pengendalian sosial yang bersifat preventif repreSehingga dengan
menjadikan surat keterangan pembagian harta wans gini sebagai upaya
untuk melegalitaskan perkawinan bagi duda/jandai mma&nurut undang-
undang dapat berfungsi sebagai pengayoman dan \pasga agar tidak
terjadi pembagian waris yang nantinya merugikaahsabtu pihak yang akan
melangsungkan pernikahan ataupun pihak-pihak yanghan dengannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti ukgkadiatas, maka

peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitiamngalebih mendalam karena

"pata Dari Kua Kota BatuHttp://Www.Kuabatukcm.Ofees.Net/Layanan.Php
2 pencegahan Terhadap Gangguan Pada Keseimbangjailitz8tDan Fleksibilitas Masyarakat.
13 pengembalian Keseimbangan Yang Mengalami Gangguan



melihat akan kemaslahatannya dengan meminta paadgraga pakar hukum
dan ulama sebagai pihak yang lebih memahami darsagama dan hukum.
Batasan Masalah
Untuk menghindari melebarnya pembahasan yang Metakiurang
fokusnya pokok permasalahan penelitian sehinggalbmatrkesulitan dalam
mendapatkan kesimpulan yang jelas. Maka perlu addayasan terhadap
penelitian ini. Dimana penelitian ini membatasi @gubkok persoalan asas
legalitas terhadap pembagian harta waris gono demgan meminta
pandangan pakar hukum serta ulama Kota Malang lganmmudian nantinya
akan dianalisa berdasarkan teori yang digunakdnpsaulis.
Fokus Penelitian
Berdasarkan konteks penelitan di atas dan untuk pegelas arah
penelitian ini, maka peneliti memberikan fokus peia@ sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan pakar hukum dan ulama Kotan§ld&rhadap
asas legalitas dalam pembagian harta waris gom® gin
2. Bagaimana Pandangan pakar hukum dan ulama Kotantylaéahadap
Surat pembagian harta waris sebagai persyaratakawean Bagi
Duda/Janda Cerai Mati ditinjau dari kemaslahatansagad dzari’ah?
. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan penelitan ini adalah peneliti mercofendiskripsikan
serta menganalisis fokus penelitian yakni:
1. Untuk mengetahui dan memperoleh jawaban yang harkamelalui
pandangan pakar hukum dan ulama Kota Malang tephasias legalitas

dalam pembagian harta waris gono gini



2. Untuk mengetahui dan memperoleh jawaban dari paaharpakar
hukum dan ulama Kota Malang terhadap Surat pembdupata waris
gono gini sebagai persyaratan Perkawinan Bagi Dadda Mati dari
segi kemaslahatan daaad dzari’ah

E. Manfaat Pendlitian
Setelah melakukan penelitian ini, maka hasilnyaamdipkan dapat
mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun igratthlam rangka
memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakaapukd manfaatnya
sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan perluasan wawasan terhadap kesempupgaksanaan
pembagian harta waris gono gini tanpa meninggadkavat hukum yang
lain yang dapat juga berpengaruh dan dapat pulagwan orang lain.
serta dengan penelitian ini juga dapat dijadikdagai ide baru terhadap
kesempurnaan syarat dalam kewarisan islam.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan angdn
pemikiran tentang asas legalitas dalam pembagiga tearis gono gini
sebagai upaya pencegahan tercampurnya harta warisadap
Perkawinan Bagi Duda/Janda Mati yang bertujuankuntanuju rumah
tangga yang lebih baik dan harmonis

F. Original Pendlitian
Pentingnya originalitas penelitan adalah untuk reéafgui permasalahan

yang sudah dilakukan oleh penelitian terkait dengammasalahan asas



legalitas pembagian harta waris gono gini sebagaaya pencegahan

tercampurnya harta waris terhadap Perkawinan Bagilaldanda Mati.

Adapun mengenai originalitas penelitian sebagakber

1. Penelitian yang dilakukan Nur Chotimah AZtznim 02409109 Jurusan
Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Ampel dengdalji?andangan
Masyarakat Kelurahan Bancaran Terhadap PenyeleBaikara Waris Di
Pengadilan Agama Dalam Tinjauan Fikih Dan Kompildsikum Islam
yang diuji tahun 2012.

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian ktiéldalam bentuk
penelitian lapanganF{eld Research Dengan pendekatan metode case
study model (studi kasus), dan teknik pengumpulaia therupa angket,
wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Dari penelitian tesis ini, ditemukan bahwa secaraum terdapat dua
jenis pandangan masyarakat Kelurahan Bancarandggrhpenyelesaian
perkara waris di Pengadilan agama, yaitu: masyaraleang mau
menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadigama sebanyak 14
%, dan masyarakat yang tidak mau menyelesaikan ggarb harta waris
di Pengadilan Agama sebanyak 86 %. Sedangkan paaadanasyarakat
Kelurahan Bancaran jika seandainya mengalami seéagkdalam
pembagian harta waris ada tiga jenis pandangaty: ydasyarakat yang
mau menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agamanysdba883 %,

masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan seagket tokoh

1 Nur Chotimah Aziz,Pandangan Masyarakat Keluraga Bancaran Terhadap yBksaian
Perkara Waris Di Pengadilan Agama Dalam Tinjauarkiki Dan Kompilasi Hukum Islam,
(Surabaya: lain Sunan Ampel, 2012), Tesis, TidakDitkan



masyarakat sebanyak 44 %, dan masyarakat yang letemilih
membiarkan saja sengketa yang terjadi sebanyak.23 %

Sedangkan tinjauan fikih dan KHI Terhadap Pandarigasyarakat
Kelurahan Bancaran dalam Penyelesaian Perkara \VdarBengadilan
Agama Bangkalan, adalah sebagai berikut: Bagi nmakgh yang mau
menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilgam& dapat
dibenarkan. Bagi masyarakat yang tidak mau mergigi®s pembagian
harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tetp/elesaikannya
di luar Pengadilan Agama sesuai dengan fikih waais KHI juga dapat
dibenarkan. Bagi masyarakat yang tidak mau mergi®ms pembagian
harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tidakyelesaikan
pembagian tersebut di luar Pengadilan Agama semragan fikin waris
dan KHI, tidak dapat dibenarkan

Adapun persamaan dengan tesis ini adalah dimang gédahas
adalah tentang pelaksanaan pembagian waris. akam tampak sekali
perbedaannya dimana pembahasan tesis ini bermuada prihal
penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakaérgara pembahasan
tesis yang akan dilakukan membahas pandangan tekbbhdap upaya
pencegahan terjadinya sengketa kewarisan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Fitriahi, mahasiswa pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang 2004, dengan judtdblematika
Pembagian Harta Suami Menikah Lebih Dari Satu Kédtudi

Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum PaiBét ).

Fitriani, Problematika Pembagaina Harta Suami Menikah LebiariDSatu Kali (Studi
Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum PerdBw), ( Malang, Universitas
Muhammadiyah Malang, 2004), Tesis, Tidak Diterdnitk
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Adapun pendekatan yang dipakai dalam penulisaadaiah yuridis
normatif dengan sumbar data dan analisis data pangentuk penelitian
pustaka (ibrary reseach) yaitu al-Quran dan Hadist, KUHPerdata, KHI
dan peraturan hukum lainnya

Dalam penelitian ini, membedakan antara penerinieata warisan
antara hukum Islam yang membagi rata atau samapaagiistri, hal ini
berbeda dengan pembagian waris terhadap pewarig lgarpoligami
dimana BW menentukan bahwa istri kedua tidak bdlhih besar
daripada isteri pertama begitu juga berikutnya.

Saran yang diberikan adalah hendaknya pembagids wadiberikan
kepada institusi yang berwenang dimana dalam héabiia menyangkut
keluarga, maka hendaklah pengadilan agama baggdsiam sebagai
institusi yang berhak mengadili perkara sepertagar menjamin hak-hak
dari para istri pewaris. Adapun persamaannya adakaigkaji pembagian
waris yang diberikan kepada pewaris dan melindinaghya. Sementara
perbedaannya adalah dimana mereka hanya mengkgjnteseka yang
berpoligami serta menjamin harta istri yang telatemikan. Melihat hal
ini, peneliti tidak menemukan penelitian terdahwang memeiliki
persamaan judul ataupun rumusan masalah, sehingggan demikian
tesis ini merupakan penelitian terbaru dalam gtué&um keluarga Islam.

. Tesis ini dibuat oleh Rahadyan Setiawan, mahasRwgram Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan juduleitean Pelaksanaan
Pembagian Kewarisan Menurut Hukum Islam (Study PRBdagadilan

Agama Sleman).
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Dalam penelitian ini metode pendekatan yang diganajaitu yuridis
normatif yang ditunjang dengan sosiologi yaitu dat&an pada peraturan-
peraturan serta hukum yang berkaitan erat dengamasalahan serta
berdasarkan dengan kenyataan di dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bat{t). Tatacara
pelaksanaan pembagian waris di pengadilan aganmaulzerdari suatu
penetapan dan putusan perkara yang sebelumnya rredédiui hukum
acara yang berlaku di pengadilan agama. (2). Hanbatng terjadi dalam
pelaksanaan warisan datang dari pihak terhukum ik segera
melaksanakan putusan hakim serta hambatan-hambatatam
mengeksekusiannya serta jenis dan sifat objek dasengketakan yanga
akan dibagikan. (3). Timbunlnya permasalahan dgdanmerapan undang-
undang nomor 7 tahun 1989 berkaitan dalam maslaaisam adalah
adanya hak opsi dan sengketa hak milik yang dapatmbulkan sengketa
kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.

G. Defenisi Operasional
Harta Watris: Harta bawaan ditambah bagian darai@z@tsama
sesudah digunakan keperluan pewaris selama
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat
pewaris'®
Harta Gono Gini Harta yang diperoleh suami istegasa bersama

selama perkawinat.

16 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesdakarta: Sinar Grafika, 2010), HIm. 46
" Sudarsono Kamus Hukum(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), HIm. 160
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Asas Hukum dasar/dasar sesuatu yang menjadi
tumpuan berpikir atau berpendapt.
Legalitas Landasan yang menjadi dasar untuk pelegal
atau pengesahan menurut undang-undang.
H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik semduku lebih
memudahkan pemahaman pembaca dan memenuhi peasydinsibh yang
sistematis, maka penulis = memaparkan sistematédkabphasan sebagai
berikut:

Pada BAB |, tentang pendahuluan yang berisikan etesgn
problematika “asas legalitas pembagian harta wgois gini”. Dalam Bab
ini juga mencakup terkait dengan konteks penelitdimana hal ini juga
menjelaskan tentangoes sollerdandoes sairbahkan kesenjangan diantara
keduanya. kemudian identifikasi masalah, batasasalala, fokus penelitian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi rap®wnal, originalitas
penelitian dan sistematika pembahasan

Pada BAB Il ini, untuk mendapatkan hasil yang maledi dan untuk
menemukan yang baru, maka peneliti memasukkannkeg@i sebagai salah
satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajiggori ini diharapkan
memberikan gambaran umum dalam pembahasan yangu##e dalam
objek penelitian. Adapun kajian pustaka ini yandipud tentang landasan
teoritis dari asas legalitas dalam Islam, hartaissar dan harta bersama

dalam perkawinan beserta hal yang terkait dengannya

18 sydarsono Kamus HukumHIm. 37
19 sydarsono Kamus HukumHIm. 244
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Pada BAB Illl, adapun komposisi yang diambil dalaeniftian ini
sebagai berikut:  jenis penelitian yang disesuaikimgan penelitian,
paradigma penelitian ini digunakan sebagai alaikumiemandu pendekatan
dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendelaaelitian merupakan
alat untuk memandu metode pengumpulan data dananeligs material
data. Di bab ini juga dikemukakan lokasi penelitikehadiran peneliti, data
dan sumber data, pengumpulan data, tehnik pengoldbta, pengecekan
keabsahan data dan analisa data

Pada BAB IV ini, setelah data diperoleh dan diojadda bab-bab
sebelumnya, pada bab ini akan disajikan dalam kenmendiskripsikan
tentang Pandangan Pakar Hukum Dan Ulama Kota Mafaag Legalitas
Pembagian Harta Waris Gono Gini.sehingga hasil yipeyoleh benar-benar
akurat dan tidak diragukan lagi.

Sedangkan BAB V, akan memuat kesimpulan dan s&tasimpulan
memberikan gambaran konkrit tentang Pandangan Rakerm dan Ulama
Kota Malang Terhadap Asas Legalitas Pembagian H&idas Gono Gini
melalui data-data yang diperoleh. Sedangkan sacalata merupakan
rekomendasi terhadap berbagai pihak yang berhubuthglagan penegakkan

hukum di Indonesia.
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BAB I
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Asas Legalitas

Salah satu asas pokok dalam negara hukum demadakih adanya
wewenang atau kekuasaan istimewa administrasi aggag diperoleh atas
dasar undang-undang. Asas ini dinamakan agssnatigheidatau asas
legalitas. Di Prancis asas ini disebl& principle de la legalite de
I'administrasition Di Jerman disebut dengaesetzmassioheit der
verwaltung, dan di Inggris disebutule of low?!

Pada mulanya asas legalitas ini dikenal dalam pemampajak oleh
negara, di Inggris dikenal dengao taxation without representatioyang
artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan parleatan di Amerka ada
ungkapantaxation without representation is robberyang artinya pajak
tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. iAisdénamakan juga
dengan kekuasaan undang-undadg feerschappij van de wetstilah
legalitas juga dikenal dalam hukum pidana yaknollum delictum sine
pravia lege poenalyang artinya tidak ada hukuman tanpa undang-undang
Atau dalam hukum Islam pada surat al-Isra’ ayat 15

&
- - //ﬂ

V5l il G oman US U3
“Kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengs#meang rasul”.
Selanjutnya ayat ini menghasilkan kaidah hukum yaexpunyi tidak

ada hukum bagi orang berakal sebelum ada ketenhsasti. Kemudian

! sf. Marbun, Deno Kamelus. DkRjmensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara
(Yogyakarta: Ull Press, 2001), HIm. 211
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asas ini digunakan dalam bidang administrasi negarag memiliki makna
“dat heet bestuur ann de wet is onderworpegang artinya bahwa
pemerintah tunduk pada undang-undang, h&ueglaiietsbeginsel houdt in
dat alle (algoemene) de burges bindende bepalingend® wet moeten
berustenyang artinya bahwa semua ketentuan yang mengikegasnegara
harus didasarkan pada undang-undang.

Dengan demikian, asas legalitas dihubungkan derajdinitas dan
tindak-tindak administrasi mengajarkan bahwa setilipvitas dan tindak-
tindak administrasi harus didasarkan pada ketentuadang-undang
(hukum) baik secara langsung maupun tidak langsMiaksudnya adalah
untuk mencegah tindakan-tindakan sewenang-wenang g@ajabat
administrasi sehingga mereka hanya boleh bertindscdasarkan
hukum/instruksi saja dan tindakan mereka selebihaglalah menjadi
tanggung jawab senditi.

Secara historis, asas ini berasal dari pemikirdwimuabad ke-19 yang
berjalan seiring dengan keberadaan hukum klasikraggara liberal dimana
pemikiran hukum legalistik-positivistik berkemban&ecara normatif,
bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkata pperaturan
perundang-undangan dianut oleh setiap negara hukamun praktik
penerapannya berbeda-beda antara satu negara degma lain. Artinya
untuk tindakan-tindakan pemerintah yang tidak hegitindamental,

penerapan tersebut dapat diabaikan.

2 Ridwan,Hukum Administrasi Negaré)akarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), HIm.®4-9
% Kansil, ChristineModul Hukum Administrasi Negarélakarta: PT. Kresna Prima Persada,
2005), Him. 186
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Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan dasioklimana
menuntut setiap bentuk undang-undang dan berbaggputlksan
mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sethl@anmungkin
memerhatikan kepentingan rakyat sebagai mana yakatakan oleh
Rousseau, “ undang-undang merupakan personifikasi akal sehat
manusia, aspirasi masyarakat” yang pengejawantghdrarus dapat dalam
prosedur pembentukan undang-undang yang melibatt@an memperoleh
persetujuan rakyat melalui wakilnya di parlenfen.

Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akemunjang
berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakigsamaan perlakuan
terjadi karena setiap orang yang berada dalam ssitgaperti yang
ditentukan dalam ketentuan undang-undang tersedruerstara kepastian
hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapatboginsemua tindakan
yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramal&tau diperkirakan
lebih dahulu dengan melihat kepada peraturan-paratyanag berlaku,
maka pada asasnya lalu dapat dilihat atau dihamagiEa yang akan
dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkubmngan demikan
warga masyarakat dapat menyesuaikan dengan ketdsabuf’

Sebaliknya, asas legalitas ini dalam praktiknyakichemadai apalagi
di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamykag tinggi. Hal ini
karena hukum tertulis senantiasa mengandung kebamedlemahan.
Menurut Bagir Manan, kesulitan yang dihadapi olekum tertulis adalah

(1). Hukum sebagai bagian dari kehidupan masyaral@atcakup semua

4 Ridwan,Hukum AdministrasiHlm. 96-97
® Ridwan,Hukum AdministrasiHim. 97
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aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleksggghitidak mungkin
seluruhnya dijelmakan dalam peraturan perundangngeh. (2). Peraturan
perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatrsfatis (pada
umumnya), tidak dapat dengan cepat mengikuti ggrektumbuhan,
perkembangan dan perubahan masyarakat yang hambatinya. Adanya
kelemahan dalam hukum tertulis berarti adanya kafem dalam penerapan
asas legalitas. Oleh karena itu diperlukan persgarkin agar kehidupan
negara, pemerintah dan masyarakat dapat berjalagade baik dan
bertumpu pada keadilan. Dimana persyaratan itu raentPrajudi
Atmusodirdjo adalah efektifitas, legimitas, yurid#s, legalitas, moralitas,
efisensi dan teknik dan teknoldyi.

Bentuk asas legalitas ini dapat dibedakan pada sunyd yakni sumber
hukum materiil dan sumber hukum formil, dimana mdtga dipengaruhi
isi dari aturan itu misalnya sejarah, sosiologuatatropologi. Sedangkan
sumber hukum formal adalah berbagai bentuk atuaag pda dalam hal ini
hirarki perundang-undangan di Indonesia yakni UUS43, Ketetapan
MPR, Undang-undang, perpu atau peraturan permeyinkapres dan
peraturan perlaksana lainnya.

B. Konsep Waris Dalam Literatur Islam
1. Pengertian Waris
Waris adalah bentuk isinfia’il dari katawarits, yaritsu, irtsan,
fahuwa waritsunyang bermakna orang yang menerima waris. kata-kata

itu berasal dari katavaritsayang bermakna perpindahan harta milik atau

® Ridwan,Hukum AdministrasiHlim. 97-98
" Sf. Marbun, Deno Kamelus. DkRjmensi-Dimensi Pemikiran Hukutd]m. 212
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perpindahan pusakaDengan begitu ada beberapa kata yang dapat
diambil dari kata warisyakni warits adalah orang yang mewarisi,
muwarrits adalah orang yang memberikan waris (mayit)irts adalah
harta warisan yang siap dibagi. Lebih lengkapnggahwaris adalah
sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelateranggal, berupa
harta benda, hak-haknya, atau yang bukan bersifsridaad Waratsah
adalah harta warisan yang telah diterima oleh &ahlis. Tirkah adalah
semua harta peninggalan orang yang meninggal leaikph harta benda,
tanah maupun suatu hak dari hak-hak sy&ra’.

Dalam referensi hukum Islam, ilmu waris sinonim gkemfaraid.
Kata faraid merupakan bentuk jamak dari kdeidhah yang menurut
bahasa berarti ketentuan yang telah ditetapkan rikgala Sedangkan
menurut pengertian istilafaraid merupakan satu disiplin ilmu dalam
hukum Islam yang berarti pengetahuan yang berkaieargan pewaris,
ahli waris, harta waris, bagian dari masing-masihly waris serta cara
menghitung bagian-bagian tersebut.

Sehingga ilmuaraid atau ilmu waris didefenisikan oleh para ulama

sebagai berikut:

A yra 5N A8 e Jia gall Gl 48 g2 5 0 YL (glatiall 4aal)
G e JNAS 5l e canl gl a8

“llmu figh yang berkaitan dengan pembagian hartasaka,
pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapatyarmapaikan

8 HasbiyAllah,Belajar Mudah llmu Wari§¢ Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), HIm. 1

® Muhammad Ali Ash ShabunHukum Waris Menurut Al-Quran Dan Haditahli Bahasa Dra.
Zaini Dahlan( Bandung: Trigenda Karya, 1995), Him. 40

9 HasbiyAllah,Belajar Mudah

" Kasuwi SaibanHukum Waris Islanf Malang: Universitas Negeri Malang, 2007), Him. 1
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kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuanngriagian-

bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk aptpemilik harta

pusaka”*?

Al-Syarbiny dalam kitatMughni al-Muhtaj juzZ3 mengatakan bahwa
figh mawaris adalah figh yang berkaitan dengan @&m@n harta
warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepadgetahui bagian
harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diteridai harta
peninggalan untuk setiap yang berhak menerimdhfpaof. Hasby ash-
Shiddieqy mendefenisikan figh mawaris sebagai ifrang mempelajari
tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewakmdar yang
diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pejabaya.”

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dédipsgaskan
bahwa pengertian figh mawaris adalah figh yang netajari tentang
siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, badgggman yang diterima
mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli wiars bagaimana cara
penghitungannya.

2. Dasar Hukum Waris
a. Al-Quran
Dasar hukum waris Islam adalah ayat-ayat al-QuaanHthdits.

ayat al-Quran yang terkait dengan hukum waris arliéan surat an-

Nisa’ ayat 11, 12 dan 176. Sebagai berikut:

Et\n

P
= 2 < c - /’:_7,4 v g, /4. 2 < £ R 2
LSQ;LB MY\-/E}JJ’.}}.\H ;’.&r\ﬂ)‘a&‘ﬁﬁf

P
c -
A O T N N R TR I I e
%J\L@.l&o.&_?-‘)ﬁ,\.:{ /b ﬂfbwu@bwhﬁ)s;w

2 HasbiyAllah,Belajar Mudah HIm. 2
13 Ahmad Rofiq,Figh Mawaris( Jakarta: Rajagrafindo Persasda, 2001), Him. 3
14 Ahmad Rofiq,Figh Mawaris, HIm.3
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Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagianagasuntuk)
anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak leladna dengan
bagian dua orang anak perempuan, dan jika anaksgmuanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka duaigardari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seoraaja, Maka ia
memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang iypak, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang dititigga jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yangninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapak (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggtal
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendajpereeam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudahndipewasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangni@ntang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetalayna di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatmggimu. Ini
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Matengetahui
lagi Maha Bijaksand?
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5 M. Quraish ShihabTafsir Al-Misbah(Ciputat: Lentera Hati, 2000), Him. 342
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Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yaimggalkan

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunynala jika Isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapaerseppat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhisiaa yang
mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnyaa Rsteri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkiea Kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak a\paka isteri

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu titkggasesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudladydr hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maumperempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggakkaak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu sajeguateorang
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masingimyadari

kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapa jgaudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka merekesbkutu dalam
yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yaryati olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak membadharat
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang denmikia) sebagai
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Mamengetahui
lagi Maha Penyantur®
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Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)}akanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitJika
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai kamian
mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudarargag y
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalikgay dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh has@udara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapia jisaudara

6 M. Quraish Shihabrafsir Al-MisbahHIm. 347
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perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dudigeerdari
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. d&a jmereka (ahli
waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan neenpuan, Maka
bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagiama darang
saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum inpa#emu,
supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetaagala
sesuattt’
b. Hadits
1) Riwayat Imam Muslim

J5 A5 &b QL S il clos o d Lo o J6
(k) S5

“Nabi SAW bersabda: Berikanlah bagian-bagian tetten
kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisamgak
orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabaiga)’. (HR.
Al-Bukhari dan Muslim§?

2) Riwayat Imam Muslim
(s oty ) el 3801 5 s pleth &5
Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir darang
kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. Mias).*
c. lma’

Yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentudgwm
warisan yang terdapat di dalam al-Quran dan al-&uwnsebagai
ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upayaijudkan
keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan terselah diterima
secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk megafZkPara

ulama mendefenisikanjma’ adalah kesepakatan seluruh ulama

M. Quraish ShihabTlafsir Al-MisbahHIm. 654

8 |mam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Musli(dakarta: Pustaka Aman, 2003), HIm. 545
9 |mam Al-Mundziri,Ringkasan HadisHIm. 545

20 Ahmad Rofiq,Figh Mawaris,HIm.27
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mujtahid tentang suatu ketentuan huksyara’ mengenai suatu hal
pada suatu masa setelah wafatnya rasul@tah.
d. ljtihad
Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memilikugusyarat
dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab p@esvpersoalan
yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persgaéembagian
warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalarenerapkan
hukum €athbiq al-ahkany bukan untuk mengubah pemahaman atau
ketentuan yang ada sepetil danradd.?
3. Asas-Asas Hukum Waris
Beberapa asas dalam hukum kewarisan Islam sebamgeuto
a. ljbari
ljbari adalah peralihan harta seseorang yang telah ngalidgnia
kepada yang masih hidup berlaku dengan sendifihalam hukum
kewarisan Islam, dijalankannya asj@gri ini berarti bahwa peralihan
harta dari seseorang yang telah meninggal duniadeeghli warisnya,
berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehend&h, Atanpa
bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli wgitegaskannya
asasijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang
memberatkan ahli waris. Jika pewaris mempunyairgutabih besar
daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli wartak dibebani

membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun riy@sdrutang

2L Ahmad Rofig,Figh Mawaris,HIm.27

22 Ahmad Rofig,Figh Mawaris,HIm.27-28

2 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adanakigkabau
( Jakarta: Gunung Agung, 1984), Him 18
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pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesarsaariyang
ditinggalkan oleh pewaris teresbut. Kalau seluruérrisan sudah
dibayarkan hutang kemudian masih ada sisa hutathg aiali waris
tak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalauahli waris
hendak membayar sisa hutang itu maka pembayararbulan
merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh mykuaelainkan
karena akhlak Islam ahli waris yang batk.
b. Individual

Asas individual adalah warisan dapat dibagi-bagikapada ahli
waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini beraetiap ahli waris
berhak atas bagian warisan yang didapatkan tampatt@leh ahli
waris yang lain. Ketentuan mengenai asas induvidiidalam hukum
kewarisan Islam terdapat dalam al-Quran surat @a‘Nayat 7.
Pengertian berhak atas warisan tidak berarti waisaharus dibagi-
bagikan, asal hal ini dikehendaki oleh ahli wargg bersangkutan
atau keadaan menghendakifya.

Menghilangkan bentuk individual dengan jalan
mencampuradukkannya dengan sifat kolektif, menyakatentuan

yang ditegaskan oleh al-Quran surat an-Nisa’ ayat 2
. 88Z. //& w{ ~ _ ~ o s }4/// //& /‘//af _ //9,.:9 }//
G ¥y kil G AT 1035 ¥y sl Leid 15125
Z - =z _ - ¢ T 21 g _~ - = £
2 S Usm 08 o] 25050 ) A5

24 Rachmad Budiono,Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di IndondsBandung: Pt Citra
Aditya Bakti, 1999), HIm. 2-3
%5 Rachmad BudionoPembaharuan Hukum Kewarisatlm. 3
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Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudaligh) harta
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yamgkbdan
jangan kamu makan harta mereka bersama hartamwn8gshnya

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adat@isa yang

besar” 2

Oleh karena itu, bentuk kewarisan kolektif tidalsis@ dengan
hukum kewarisan Islam. Sebab dengan bentuk kolgktisebut
dikhawatirkan akan terjadi tercampurnya antara ahaséseorang
dengan harta anak yatim. Percampuran itu, tenta at@nyebabkan
tertukarnya dan termakannya harta anak yatim tetsebka ini
terjadi, maka hal ini merupakan suatu dosa b®sar.

c. Asas Bilateral

Ini dimaksudkan bahwa baik laki-laki maupun perearpudapat
mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatakniy pihak
kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. mDakati, bahwa
jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mswatau
diwarisi. Asas ini dinyatakan dalam al-Quran swatNisa’' ayat 7,
11, 12 dan 178

d. Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peraliharta ha
seseorang kepada orang lain dalam sebutan kewgdbsdaku setelah
yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. 8emgmikian ,
tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris rhadifp. Segala

bentuk peralihan harta seseorang yang masih hitdaj secara

6 Imam Al-Mundziri, Ringkasan HadisHIm. 320
27 Rachmad BudionoPembaharuan Hukum Kewarisatlm. 4
2 Rachmad BudionoPembaharuan Hukum Kewarisadlm. 5
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langsung maupun tidak langsung tidak termasuk kenmdg@ersoalan
kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum ksaa Islam
hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewariskibat
kematian yang dalam KUH Perdata disednintestatd”®
e. Asas Keadilan Berimbang
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseirabhaagtara
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yangotBpedengan
keperluan dan kegunaan. Dengan perkataan lain d#éganukakan
bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan matak kewarisan
(kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai rdataasyarakat
yang menganut sistem garis keturunan patriliniaingy ahli waris
tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja (gagbapakan). Dasar
hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalanerketin surat an-
Nisa’ ayat 7, 11, 12 dan 178.
C. Kewarisan Dalam KHI
Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak halak diakui
sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksardgingeradilan-
peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikasepagai pedoman
dalam berpekara di pengadifdrDengan demikian Kompilasi Hukum Islam
bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lerabagradilan agama.

Maka saat ini, kompilasi telah tertuang dalam fdrperundang-undangan.

9 Rachmad BudionoPembaharuan Hukum Kewarisatlm. 6

%0 Suhrawadi K Lubis, Komis Simanjuntadukum Waris Islan{ Jakarta: Sinar Grafika, 2007 ),
Him. 41

1 Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisn Islam(Jakarta: Kencana, 2004), Him. 327
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Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di PernigadAgama dalam
merujuknya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewarisan terdini &8 pasal, dari
pasal 171 sampai dengan pasal 193 sedangkan daiti 14 sampai 214
menjelaskan tentang wasiat dan hibah yang jugasiikkan ke dalam buku
kewarisan. Dari 23 pasal tersebut dibentuk daragi@n per bab, dimana
pada Bab | menjelaskan ketentuan umum terdiri pasal 171, kemudian
dilanjutkan pada Bab Il yang menjelaskan bahwa wfaliis terdiri dari
pasal-pasal (172 sampai 175) tentang keislaman vedniis, sebab-sebab
yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris,niebix-kelompok ahli
waris, kewajiban ahli waris terhadap pewdafis.

Pada Bab lll, menjelaskan besarnya bagian, teddnipasal-pasal (176
sampai 191) tentang bagian anak perempuan, bayah, bagian ibu,
bagian duda, bagian janda, bagian saudara lakdmkisaudara perempuan
seibu, bagian saudara perempuan kandung atau se&gahpakatan
perdamaian dalam pembagian harta warisan, statusvatis yang belum
dewasa, penggantian ahli waris apabila meningdéh léulu dari sipewaris
oleh anaknya dengan beberapa pengecualian, stalsyang lahir di luar
perkawinan, kebolehan menunjuk pelaksana pemb&giea waris kepada
ahli waris yang lain, ketentuan pembagian hartaisaar berupa lahan
pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, perabdgarta waris yang

beristeri lebih dari seorang dan status harta pewaang tidak

%2 Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam Di Indones{¥ogyakarta: Pustaka lImu, 2012),
Him. 198
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meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli wgegtidak diketahui ada
atau tidaknya®

Pada pasal 190 dari Bab ini mengandung unsur gesnien hukum
Islam. Pasal ini mempekenalkan harta bersama atawo @ini yang
berdampak kepada pembagian warisan. Istilah gonb dyiJawa Timur
dikenal dengan istilah harta campur kaya, di JaweaBdikenal dengan
guna kaya. Harta gono gini adalah harta kekayaanry yhiperoleh oleh
suami istri selama berlangsungnya perkawinan dasil mereka bekerja
untuk kepentingan hidup bersama dalam sebuah rtamghga.

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, istiladrta gono gini
atau harta bersama kurang dikenal dalam sistemrigamadslam. Kompilasi
Hukum Islam memberi perhatian kepada harta gona gin karena
dilandasi fakta yang berkembang dewasa ini, batesanppuan (istri) sudah
banyak membantu laki-laki (suami) dalam mencarkaafuntuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Bahkan tidak tertutup kemuragkinbahwa
penghasilan si istri seimbang, atau bahkan kemuagkilebih besar
daripada penghasilan suami. Dapatlah dipahami badistam kewarisan
Kompilasi Hukum Islam menganut sistdegiteme portigbagian mutlak),
yakni memperhitungkan terlebih dahulu harta gono (pagian dari harta
bersama), lalu kemudian sisanya itulah yang disagara bersama kepada
masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentwamasuk istri berhak
kembali menerima bagian warisan dari suaminya sebafli waris

bersama-sama ahli waris lainriy/a.

% Malthuf Siroj,Pembaharuan Hukum.
% Malthuf Siroj,Pembaharuan Hukuntim. 207
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Pengaturan harta gono gini atau harta bersama atand sistem
kewarisan Islam merupakan hasil modifikasi daritesis hukum adat,
hukum barat dan realitas sosial kehidupan kaumngaran Indonesia
dewasa ini. Sekiranya lembaga harta gono gini &@ta bersama ini
dicampakkan dengan alasan tidak ditemukammghdalam al-Quran dan
al-Sunnah, maka diperkirakan akan dapat merusakaatkeseimbangan,
atau persamaan hak dan kedudukan suami istri. badtan menimbulkan
madharat berupa tindakan diskriminatif terhadap istri daldrarbagai
bentuknya. Atas dasar untuk mewujudkan rasa keadialam sistem
kewarisan, maka pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yatakan bahwa
bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang makasing-masing istri
berhak mendapat bagian atas harta gono gini daramutangga dengan
suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewariahadanjadi hak para
ahli warisnya®

Sedangkan pada Bab IV menjelaskanl danrad, yang terdiri dari
pasal-pasal dari 192 dan 193 tentang pembagiaa hetisan secaraul
danrad.*

Adapun pada Bab V menjelaskan wasiat, terdiri gasal-pasal 194
sampai dengan 204 tentang syarat-syarat orang dapatsiatkan harta
bendanya, tata cara pelaksanaan wasiat, batasmadksrta wasiat, wasiat
kepada ahli waris, hal-hal yang mengakibatkan bgsalasiat, pembatasan
jangka waktu wasiat atas hasil atau pemanfaataiu figada, pencabutan

wasiat, wasiat atas barang tak bergerak yang memgadenyusutan atau

% Malthuf Siroj,Pembaharuan Hukum
% Malthuf Siroj,Pembaharuan Hukum
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kerusakan, wasiat yang melebihi sepertiga darehagrisan, wasiat untuk
kegiatan kebaikan dan harta wasiatnya tidak mergugenyimpanan surat
wasiat yang tertutup dan dalam hal si pewasiat mggral dunia, wasiat
dalam waktu perang dan perjalanan jauh, larangasiatveepada orang-
orang tertentu, pembagian harta peninggalan angkah dariwashiat
wajibahbagi anak dan orang tua angkat yang tidak menesiasiat®’

Dan pada Bab VI menjelaskan hibah, terdiri dariapassal (210
sampai dengan 214) tentang syarat orang dapat rbahglan harta
bendanya, hibah yang dapat diperhitungkan sebagaisam, penarikan
kembali hibah, hibah yang diberikan pada saat pemibéah dalam
keadaan sakit yang mendekati kematian, hibah yaagu#tan di negara
asing.

D. Hak-hak Yang Wajib Ditunaikan Sebelum Pembagian Wais

Apabila dianalisa ketentuan-ketentuan hukum yaray sefdapat 4 hal
yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari hartaimggalan tersebut)
sebelum dibagikan atau pembagian waris boleh datuyaitu:

1. Biaya-Biaya Perawatan Pewaris
Perawatan yang dimaksud disini adalah biaya-biayangy
dikeluarkan untuk keperluan si mayit mulai dari tsageninggalnya
sampai dikuburkan (biaya pelaksanaandhu kifayal). Para ahli hukum
Islam sependapat bahwa biaya yang diperlukan uihaik tersebut
dikeluarkan dari harta peninggalannya menurut ukuyang wajar

karena hal itu termasuk kategoriubadziryang dilarang aganii.

3" Malthuf Siroj,Pembaharuan Hukum.
% Suhrawadi K Lubis, Komis Simanjuntakukum WarisHIm. 42
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Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan harus didalanuari
pada membayar hutang. Sementara Imam Abu Hanifadjk Mian
Syafii mengatakan, bahwa pelunasan hutang haruwahdiukan.
Alasannya, jika hutang tidak dilunasi terlebih dahgenazah itu ibarat
tergadat®®
Adapun dasar hukum biaya perawatan jenazah henadalkiakukan
secara wajar adalah firman Allah surat al-Furgaat 8y:

(@ I3 U5 3 1mg 197 13 15, 2830 1,8l T3y el
Dan orang-orang yang apabila membelanj/akan (harmapreka tidak
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pgegtanjaan itu) di
tengah-tengah antara yang demiki&n.

Termasuk dalam pengertian biaya perawatan ini adsdenua biaya
yang dikeluarkan semasa muwarris sakit menjelamgakannya. Tentu
saja apabila harta yang ditinggalkannya mencukupuku membiayai
perawatan ketika sakit. Persoalannya adalah, bagainjika harta
peninggalannya tidak mencukupi atau bahkan tidaksasina sekali dan
dari mana biaya tersebut harus diambi!

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apdiatsa yang
ditinggalkan si mati tidak mencukupi, maka hartang/aada itu
dimanfaatkan, kekurangannya menjadi tanggunganakgdu Ulama
Hanifiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membatasi pdaduarga yang
menjadi tanggungannya ketika mewarris masih hiélgsannya, karena

semasa si muwarris hidup, merekalah yang memperdeiikmatan

%9 Ahmad Rofig,Figh Mawaris,HIm. 47
0 Departeman Agama RAl-Quran Dan TerjemahannyéSurabaya: Mekar Surabaya, 2002),
Him. 511
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dibiayai hidupnya oleh muwarris, mereka pula yakanamenerima harta
warisan jika ada kelebihan. Karena itulah, wajka jnereka juga harus
bertanggung jawab untuk memikul biaya perawatame®eara pendapat
Malikiyah, bahwa biaya perawatan tersebut diambhilétariBait al-Mal,
tanpa harus membebani keluarga atau kaum musliRemdapat ini
mempunyai celah kelemahan. Karena boleh jadi, kgéuakan lebih
leluasa untuk tidak bertanggung jawab terhadapwadesm keluarganya
yang meninggal duni&.

2. Hibah Pewaris

Hibah berarti melewatkan atau menyalurkan, dengamildan
berarti telah disalurkan dari tangan orang yang begirkepada tangan
orang yang diberi. Makna hibah ini hampir sama dengiakna wasiat,
namun yang membedakannya adalah bahwa wasiat dipgretbagai
hibah yang digantungkan pada kejadian terentu,iyaktinya seseorang
(pewasiatf’? Dalam hal ini apabila penghibahan telah dilakugamasa
hidupnya (si muwarris) dan pada ketika itu belumat dilakukan
penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikaad&egahli waris,
terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut.

Di Indonesia dikenal juga apa yang disebut dengaahhwasiat,
yakni penetapan pembagian harta benda milik sesgosemasa
hidupnya dan pembahagian itu baru berlaku sejak s@inya si
pemberi hibah. Hibah wasiat ini oleh si pemberiahitsampai saat ini

mengembuskan napasnya yang penghabisan setiap dapéd ditarik

1 Ahmad Rofig,Figh Mawaris,HIm. 48
42 Rachmad BudionoPembaharuan Hukum Kewarisanlm. 183
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kembali. Lazimnya hibah wasiat ini diistilahkan dan surat hibah
wasiat dan biasanya dibuat atas persetujuan ahik wWan sebagai bukti
persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda taggadalam surat
hibah wasiat tersebit.
3. Kewajiban Membayar Zakat

Setelah menyelenggarakan jenazah selesai, makavahf harus
menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkarhdea peninggalan
yang ada jika memang sudah memenuhi syarat dambeiobayarkan
zakatnya. Jumlah pembayaran zakat ini harus dig@suadengan
persentase yang telah ditentukan oleh syariat,Imysaintuk zakat padi
yang diairi sebesar 5 %, padi tadah hujan 10% déatzperdagangan
sebesar 2,5%. Zakat harta peninggalan ini wajibndikan karena pada
hakikatnya merupakan hutang kepada Allah yang tdihas/ar™

Menurut Mazhab Hanafi, hutang kepada Allah yangkichda
tagihannya dari sesama manusia seperti z&karat atau nazar tidak
dibayarkan dengan harta warisan, sedangkan mefumbur harus
dibayar dan dikeluarkan dari harta warisan sebelanisan itu dibagikan
kepada ahli waris. alasan yang dikemukakan olelgikenhimam Hanafi
adalah melunasi hutang kepada Allah merupakan lhasedangkan
kewajiban ibadah gugur setelah kematian. Selainnielakukan ibadah
tentunya harus dengan niat dan usaha, sedangkag gemg sudah
meninggal tidak bisa melakukannya. Akan tetapiabplin kewajiban

itu gugur dengan kematian, seseorang tetap beraloananti di akhirat

3 Suhrawadi K Lubis, Komis Simanjuntakukum Waris,Him. 44
 Kasuwi SaibanHukum WarisHIm. 12
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akan dihukum karena dia belum memenuhi kewajibadapmasa
hidupnya dan masalahnya diserahkan kepada Allah.

Jumhur ulama menyatakan bahwa hutang-hutang keégkdawajib
dibayar seperti halnya hutang-hutang kepada ses@mnasia dan hal ini
tidak memerlukan perbuatan dan niat karena ini bukadah murni
melainkan kewajiban-kewajiban yang sama denganahdbengan
demikian hutang-hutang si muwarris tersebut haibaydr, sekalipun
sebelumnya tidak berwasiat. Bahkan, menurut Sydititang kepada
Allah harus dilunasi sebelum melunasi hutang kepadanusia.
Sebaliknya menurut pendapat Maliki, hutang kepadi@hAdilunasi
sesudah melunasi hutang-hutang kepada sesama mafesiangkan
menurut pendapat Ahmad Bin Hambal, tidak ada kesnimengenai
perkara yang wajib didahuluk&h.

4. Wasiat Pewaris

Wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang adan lbertentu
untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu yangisaaisilya menunggu
wafatnya si pewasiat. Pemberian hak tersebut tahpartai dengan
imbalan ataupun penggantian dalam bentuk apa puipidak penerima
pemberian itu. Karena wasiat itu merupakan keheddakpewaris maka
pelaksanaannya harus didahulukan sebelum har&bterdibagi-bagikan
kepada ahli waris. hanya saja yang perlu diinghtMagumlah maksimal

wasiat adalah sepertiga dari harta yang*ada.

4 Muhammad Ali Ash Shabunijukum WarisHIm 41
46 Muhammad Ali Ash Shabunijukum WarisHIm. 42
47 Kasuwi SaibanHukum WarisHIm. 12
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Adanya sistem wasiat ini merupakan salah satu atdikbahwa
perekonomian Islam berbeda dengan sistem kapttahssosialis. Islam
bukan kapitalis karena pemilik harta dibebaskarukimhemindahkan
hartanya kepada orang lain melalui wasiat sesuajaite kehendaknya
atas dasar sosial. Namun demikian, Islam juga budasmialis karena
sekalipun seseorang dibebaskan untuk memberikanatw&epada
siapapun namun jumlahnya dibatasi maksimal sepedayi hartanya.
Merealisasikan wasiat yang tidak lebih dari separtharta merupakan
kewajiban para ahli waris tanpa harus minta izipakia siapa pun.
Sedangkan kalau wasiatnya melebihi sepertiga magiea realisasinya
tidak dibenarkan kecuali ada izin dari semua ahliisi?®

5. Menentukan Besaran Harta Pewaris

Di Indonesia, sebelum ahli waris membagikan hadaswang juga
perlu diperhatikan adalah adanya harta gono giaituyharta yang
diperoleh secara bersama-sama selama perkawinatus Starta gono
gini ini sebagai milik bersama antara suami istepagaimana yang
tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 hufu$ebagai
berikut®:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah admalzarta yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suastri iselama dalam

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya diselharta
bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas naaagpun”.

48 Kasuwi SaibanHukum WarisHIm. 13
4 Kasuwi SaibanHukum WarisHIm. 13
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Selanjutnya dalam pasal 96 ayat 1 disebutkan mangang berhak
atas harta bersama, sebagai berikut:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta Bama milik suami
atau istri harus disisihkan terlebih dahulu”.

Dari dua ayat tersebut jelaslah bahwa harta yapgralieh selama
perkawinan merupakan harta bersama atau hartagjiongang menjadi
hak suami istri, sehingga apabila salah sau damrekaemeninggal maka
separoh dari harta tersebut menjadi hak dari sath dari mereka
meninggal maka separoh dari harta tersebut mehgdidari salah satu
yang masih hidup. Oleh karena itu, sebelum warmglkan, bagian
separuh dari harta bersama milik suami atau iamusdisisihkan terlebih
dahulu.

Selain harta gono gini, yang harus juga diperhatilsebelum
pembagian waris adalah harta bawaan, hadiah atda lan yang
dikuasai penuh oleh suami atau istri. status himsebut tetap milik
suami atau istri selama tidak ada perjanjian Kkhusdslam
perkawinan,sebagaimana yang diatur dalam KHI B&ayat 1°.

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istrindharta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisaalah di
bawah penguasaan masing-masing, sepanjang parak pigak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

6. Hutang Pewaris

Melunasi semua hutang si mayat yang berkaitan dersggama

manusia karena merupakan tanggungan si mayat. Delggaikian harta

%0 Kasuwi SaibanHukum WarisHIm. 13
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warisan tidak boleh langsung dibagi-bagikan kepatuawaris sebelum

hutang si mayat dilunadt.Sabda Nabi:

4

G ak Eo g il gl 0
“Jiwa seorang mukmin (yang meninggal) tergantuadaphutangnya
sampai hutang tersebut dilunasi”. (HR. Ahmad)

Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidakjade beban
ahli waris, karena hutang itu dalam pandangan Isiaak diwarisi.
Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meningaad) dibebankan
kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban aldrisvatau orang
yang ditinggal hanya sekedar menolong membayarkgang tersebut
dari harta yang ditinggalkan itu. Tidak dibebankgnhutang kepada ahli
warisnya itu dapat dipahami dari firman Allah dalairQuran surat al-
An’am ayat 164, al-lsra’ ayat 15 yang menjelaskaahvea beban
seseorang tidaklah dipikul di pundak orang faiKarena hutang pewaris
itu harus dibebankan kepada harta yang ditinggaf@nuntuk tidak
membebani yang meninggal dengan hutangnya itu, niaddakan
pembayaran hutang itu harus dilaksanakan sebelumbgigan harta
warisan. Oleh karena itu, Allah berkali-kali menekan pembayaran
hutang itu sebelum dibagikan harta untuk ahli we@s Ayat-ayat
tersebut juga mengisyaratkan pembayaran hutangdiimbungkan
kepada harta yang ditinggalkannya.

Bila hutang cukup besar sehingga menghabiskan senauta

peninggalan, maka semua harta dikeluarkan untulumasinya. Bila

*1 Muhammad Ali Ash Shabunukum WarisHIm. 41
°2 Amir Syarifuddin,Hukum KewarisanHIm. 280
*% Amir Syarifuddin,Hukum KewarisanHIm. 281
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harta peninggalannya tidak cukup untuk membayamangjt karena
sekedar peninggalan yang ada dibagikan kepada pemiiang sesuai
dengan kadar piutangnya tanpa memberatkan kekurangkepada ahli
warisnya.

Bila diperhatikan riwayat al-Bukhari dan Muslim yamengatakan
bahwa beliau akan membayarkan hutang orang yarak ts@&nggup
membayarnya, maka dapat dipahami bahwa kekuraraaa jpembayar
hutang itu dibebankan kepada Baitul Mal, ini adadgran paling baik
yang diberikan nabi untuk tidak merugikan para pernfutang dan juga
tidak memberatkan kepada ahli waris sedangkan waggjnggal telah
bebas dari tanggung jawab hutangnya, akan tetdipwahs juga tidak
bebas begitu saja karena hal itu akan merugikarbgerhutang. Dalam
keadaan yang demikian maka tindakan yang palirsddajna untuk tidak
memberati orang yang mati dan tidak merugikangsamg berpihutang
ialah adanya kerelaan dari pihak ahli waris untu&lumasi hutang
pewaris, atau adanya kerelaan pihak pemberi hutiatgk merelakan
kekurangan pembayaran hutang tersébut.

E. Harta Gono Gini/Harta Bersama Suami Istri Di Indonesia
1. Harta Gono Gini/Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1
Tahun 1974

Diantara ketentuan —ketentuan yang telah diatdr ehelang-undang

no. 1 tahun 1974 ialah mengenai harta benda dakrkawinan. Ini

termuat dalam Bab VII yang terdiri dari tiga pasalitu pasal 35, 36 dan

> Amir Syarifuddin,Hukum KewarisanHIm. 282-283
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pasal 37. Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa hartta @ng diperoleh
selama perkawinan manjadi harta bersama/gonoAyat. 2 menjelaskan
bahwa harta bersama/gono gini dari masing-masiagisdan istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebaagiain atau warisan
di bawah pengawasan masing-masing sepanjang pé@k gidak

menentukan laif?

Pasal 36 ayat 1 menetapkan bahwa mengenai haganter gono
gini, suami atau isteri dapat bertindak atas peysah kedua belah pihak.
Ayat 2 menjelaskan bahwa mengenai harta bersanma’ gimi masing-
masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhngk umelakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkaal 37
menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karerwerpeén, maka
harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jadi pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta beratai sstri
selama dalam perkawinan, sedang pasal 37 mendatisu& mengenai
harta bersama suami isteri bila terjadi perceraaamara keduanya.
Mengenai harta benda suami isteri selama perkawihaeri patokan
yang pasti oleh pasal 35 dan 37. Tetapi, mengesda bbersama pada
waktu terjadi perceraian antara suami isteri, p&faltidak memberi

patokan penyelesaian yang pasti.

%5 Ismuha,Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonegilkarta: Bulan Bintang, 1978), Him.
37
%% |smuha,Pencaharian Bersaméajal. 37
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2. Harta Gono Gini/Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Menurut pasal 119 KUHP, mulai saat perkawinan gsamgkan,
demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kakayaan suami dan
isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kaiidak diadakan
perjanjian perkawinan dan tidak boleh diubah denmgmsetujuan kedua
suami isteri. Jika orang ingin menyimpang dari keten umum itu, ia
harus menempuh jalan perjanjian kawin yang diamlard pasal 139
sampai dengan pasal 154 KUHP. Perjanjian yang demikarus
diadakan sebelum berlangsungnya pernikahan, dars ltaicantumkan
dalam suatu akta notaris. Pembuat undang-undangheedaki supaya
keadaan kekayaan di dalam suatu perkawinan itp,tetdauk melindungi
kepentingan-kepentingan pihak ketija.

Undang-undang hanya mengecualikan dalam satu a#ily glalam
hal melindungi si isteri terhadap kekuasaan si syamg telah diberikan
sangat luas atas kekayaan bersama yang di dalaemyasuk kekayaan
si isteri pribadi tadinya. Dalam hal ini undang-and memberikan hak
kepada si isteri untuk meminta kepada hakim supgaaakan pemisahan
kekayaan dengan tetap melangsungkan perkawinam Keputusan
hakim yang mengabulkan permintaan isteri untuk pahan harta
kekayaan bersama suami isteri, harus diumumkah t&thulu sebelum

dilaksanakan (pasal 18%).

57 |smuhaPencaharian Bersamajlm 40
%8 |smuhaPencaharian BersamaHim. 40
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Selain dari pemisahan kekayaan, keputusan hakingakératkan
pula isteri memperoleh kembali haknya untuk menguekayaannya
sendiri selanjutnya dan berhak mempergunakan sqgmilghasilannya
sendiri sebagaimana yang dikehendakinya. Akan itetégh karena
perkawinan belum diputuskan, maka isteri masihpteidak cakap
menurut undang-undang untuk bertindak sendiri dalékum.
Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetljedna belah pihak
dengan mencantumkan persetujuan itu dalam suawi rakaris yang
harus ditentukan untuk pengumuman keputusan hakimg ynengadakan
perjanjian itu>®

Bila terjadi perceraian, maka dalam pasal 128 dzth B.W, yang
menyatakan bahwa harta bersama ini dibagi duasastemi isteri tanpa
perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang dahulu
diperoleh. Hanya pakaian, perhiasan dan perkakag gangat rapat
hubungannya dengan salah satu pihak dari suami, idégat diberikan
kepadanya dengan memperhitungkan harganya dalambaggm.
Demikian pula dengan hak pungut hasil dari sesbatang®

3. Harta Gono Gini/Harta Bersama Menurut hukum adat.

Sebenarnya materi yang termuat dalam pasal 35 @ddlBno. 1
tahun 1974 adalah berasal dari hukum adat yang pakdzZknya sama di
seluruh wilayah indonesia yaitu adanya prinsip bmhmasing-masing
suami dan isteri masih berhak menguasai harta bgadsendiri sebagai

halnya sebelum mereka menjadi suami isteri kedwatia bersama yang

%9 |smuha,Pencaharian Bersamadlm. 41
%0 Subekti,Pokok-Pokok Dari Hukum Perdatélakarta: PT Intermasa, 1975), Him. 29
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tentunya dikuasai bersama. Oleh karena itu hartmaiga dapat

dibedakan dalam empat macam: (1). Harta yang degdemari warisan,

baik sebelum mereka menjadi suami isteri maupumnidsémya. (2).

Harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebatiereka menjadi
suami isteri. (3). Harta yang diperoleh bersameh sluami isteri selama
perkawinan. (4). Harta yang ketika menikah dibarikeepada kedua
penganten.

Mengenai harta yang dikuasai masing-masing darmsuateri,
persoalannya sudah jelas, baik dalam waktu peeseramaupun dari
salah seorang dari suami isteri meninggal. Tetapingenai harta
bersama apabila terjadi perceraian antara suameri,istcara
penyelesainnya berbeda satu daerah dengan daemayalali Indonesia.
Oleh karena itu adanya perbedaan ini maka di daJ&amNo. 1 tahun
1974 diadakan pasal 37 yang berbunyild perkawinan putus karena
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnyasing-masing
Dengan adanya pasal 35, 36 dan 37 UU No. 1 tahéa df@ningkatkan
hukum adat mengenai pencaharian harta bersama sstamimenjadi
hukum tertulis>*

F. Pemilikan Harta Bersama/Perkonsian Menurut Menurut Hukum Islam
1. Konsep Pemilikan Harta Bersama/ Perkonsian

Dalam kitabfigh, pemilikan bersama disebsyirkah atausyarikah

Kata syirkah berasal dari bahasa arab secara ewmdiambil dari

masdar <L yaitu: 4S8 —\S,4 - &Ly - ¢ W yang berarti penyatuan

®1 \smuhaPencaharian Bersamajim. 41-45
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dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Katguga berarti
bagian bersyarik&t

Syirkah dalam pengertian istilah fugaha terbagiakieptiga macam.
Pertama, syirkat al-lbadahalah suatu perkongsian yang membolehkan
manusia untuk mengambil manfaat secara bersama+sah@map suatu
objek yang belum diusahakan oleh orang lain. Sepadang rumput, air
dan api yang telah diusahakan oleh seseorang, abjeklik orang yang
mengusahakannya.

Hal ini didasarkan pada rasulullah saw:
e g 06 plos et o (B o st g e gm0
& 5 5K g o g 28h Osalead Jghs 40 @6 Jos o b Jo

(3913 s} 9 Al olgy ) .J\.:.S\j

“Dari Khara’sy sahabat Rasulullah saw, bahwa marugu berkongsi
pada tiga hal yaitu, padang rumput, air dan apiFiR, Ahamad dan abu
daud)

Kedua, syirkat al-Milk,ialah perkongsian yang terjadi antara dua
orang atau lebih atas sesuatu sebab dari bebexbph pemillikan harta
seperti pembelian, penerimaan, hibah, wasiat, sfaddatau penerimaan
warisan di antara beberapa orang ahli waris. Ryid&ah al-Milk ini
tidak dibolehkan salah seorang yang berkongsi niékga dan
bermanfaatkan suatu hak perkongsian saudaranya safpnny&:>

Ketiga, syirkat al-Uqud, ialah perkongsian yang dibentuk

berdasarkan aqad antara dua orang atau lebih terhadap modal dan

®2|smuhaPencaharian Bersamédlm. 66
% Gufron A. Mas’adi,Figh Muamalah Kontekstua{Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Him.
193
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keuntungan, atau hanya berdasarkan keuntungan daja, tidak
berdasarkan modal. Padgirkat al-lbahahdan syirkat al-Milk tanpa
adanya persyaratan atau perjanjian terlebih ddfulu.

Syirkat al-Milk, disebut jugasyirkat al-Mal atau syirkat al-Irth.
Syirkah pada harta warisan masuk paslarkat al-Jabari Syirkah al-
Jabari merupakan suatu bentuk perkongsian terhadap daag catau
lebih atas benda yang tersedia tanpa adanya USgnleat al-Milk terjadi
tanpa keinginan masing-masing orang yang bersaagkigtapi terjadi
dengan kekuatan hukurayirkat al-Milk seperti ini disebusyirkat al-
Milk al-Jabari, misalnya pemilikan bersama para ahli waris paai#ah
warisan yang belum dibafj.

Syirkat al-Milk dapat terjadi juga atas keinginan masing-masing
orang yang bersangkutan dengan suka mslakat al-Milk seperti ini
disebutsyirkatal-Milk al-lkhtiariyah; misalnya beberapa orang memiliki
bersama-sama sebidang tanah untuk ditanami dagaseipa. Dapat pula
terjadi seseorang membeli bagian dari suatu beadg tidak mungkin
dipisah-pisahkan bagiannya yang satu dari yangnyain sehingga
dengan demikian akan terjdaiirkat al-Milk atara pembeli dan penjual.
Misalnya, dua orang atau lebih bersama-sama meapnigkn dengan
satu macam alat yang hasilnya menjadi milik bers&ma

Dasar hukum kepemilikan bersama pada harta wayiaag belum
dibagi dapat dikaji dari keumuman beberapa ay@uakn dan al-Hadits.

hal ini dapat dilakukan antara lain terhadap:

® Hendi SuhendiFigh Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Him. 129
% Hendi SuhendiFigh MuamalahHIm. 130
% Hendi SuhendiFigh Muamalah
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a) Surat Al-Maidah Ayat 2

do e
5528005 1 Je 1585155
“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) ketzaji.”.®’

Kata al-Bir adalah lafaz ‘amkarena ia adalalsim mufradyang
dimakrifahkan dengamlif lam jinsiyah maka ia mencakup semua
yang baik. Menurut al-RaghilaJ-Bir meliputi semua perbuatan yang
baik secara luas. Dengan demikian prinsip tolongeimng dalam
ayat di atas dapat menjadi dasar umum hukyinkah Sebalsyirkah
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perint@igimenolong
dalam kebaikan di bidang penghidupan. Ayat ini ¢apala
menunjukkan kebolehan atas persekutuan milik amara ahli waris
terhadap harta waris yang belum dib¥gi.

b) Surat An-Nisa’ Ayat 5
shc 2E o4 e. S8 o
N5l leadl 155 Y3
“‘Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang gydvelum
sempurna akalnya, harta mereka (yang ada dalamdsganmu)..®

Ayat ini menyatakan tidak boleh menyerahkan hagfzakla orang
yang belum dewasa. Jika ayat ini dihubungkan kepatiavaris yang
masih anak-anak maka dapat dipahami, kita boleh untn
pembagian harta warisan sampai para ahli waris serapakalnya

atau sampai mereka mencapai dewasa.

®” Departeman Agama RAl-Quran Dan Terjemahanny&iim. 142
% M. Syakroni Konflik Harta Warisan ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), HIm. 65
% Departeman Agama RAl-Quran Dan Terjemahannyailm. 99
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c) Surat An-Nisa’ Ayat 12

T ET
» [

- &L g < et £, - -
O HES SIS R E N EERE

- -

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dareaang, maka
mereka bersekutu dalam sepertiga it(P”.

Ayat di atas dapat juga menunjukkan kepada adaessekutuan
milik antara para ahli waris terhadap harta warisamg belum
dibagi’*

d) Hadits Qudsi

(9> sl ogly ) Emlio A3ST 2 AU 85,20 S0 61 Q65 40 ks

“Allah swt berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dahia orang yang
berkongsi selama salah seorang tidak mengkhianatmgginya.
Apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar darkpagsian itu.”

Hadits di atas mengajarkan kepada kita bahwa pefts@k yang
dilakukan dengan penuh kejujuran akan diberkahalAlldan yang
dilakukan tanpa kejujuran akan mendapat murka-Rya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan di dalayirkah al-Milk ada
beberapa prinsip umum, yaitu: menolong dalam kelmaikejujuran, dan
adanya kerelaan. Pada dasarnya, hukum asal setiamatah dalam
masalah keduniaan adalah mubah, dan dipandang lsatalah adaash
al-Quran atau Hadits yang mengharamkannya. Dengamikdn,
pemilikan atas harta warisan yang belum dibagi hukta adalah mubah

sepanjang sesuai dengan prinsip umum dari ayatdayahadits di atas.

O Departeman Agama RAl-Quran Dan Terjemahannyailm. 102
" M. Syakroni,Konflik Harta, HIm. 66
2 M. Syakroni,Konflik Harta
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Namun, sejauh mana harta warisan itu dapat digerkam. Hal itu
tampaknya masih tergantung pada sejauh mana hamidd@mn harta
warisan itu tidak melibatkan orang lain. Usaha edégsaian pembagian
harta waris sebagai pemilik harta. Kesepakatanab®sinilah yang
menentukan, apakah harta itu akan dibagi, kalauagdibkapan
dilaksanakan pembagian itu. dibolehkan semua adniisvsepakat untuk
tidak membagi selama mereka menghendakinya, kamgrabagi itu
adalah hak mereka. Maka mereka dapat memperguradanersebut
atau tidak mempergunakannya.

Berkaitan dengan hal ini, ayat 1 pasal 189 Komphagkum Islam
di Indonesia, yaitubila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan
pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaypertahankan
kesatuannya, sebagaimana semula, dan dimanfaatkak kepentingan
bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Dalam sifatnya sebagai hadgirkah setiap anggota dapat bertindak
atas harta itu bila telah disetujui oleh pihak latau atas kuasa dari
anggotasyirkah yang lain, setiap anggota tidak dapat bertindaklisie
sendiri karena dalam harta itu ada hak orang |&&@ah satu dari
argumen yang lebih leluasa bahwa kesenjangan b&esakekayaan dan
pendapatan diperlukan untuk akumulasi modal yanghadai dalam
masyarakat modern dewasa ini. Pada umumnya tidagukan lagi
bahwa pelembagaan pemilikan sah ini dalam perusajlaag saham
atau modalnya dimiliki oleh bermacam-macam indivedbagai bentuk

pemilikan harta benda yang lebih memudahkan perabdgarta warisan
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ketika si pemilik meninggal, dan tidak pula meniikan keberatan
ekonomi’®

Takhrujj ialah suatu perjanjian yang diadakan oleh para\aatis
untuk mengundurkan diri salah seorang ahli wartskumenerima harta
warisan, dengan cara memberikan imbalan, baik ambiil berasal dari
harta orang yang mengundurkannya, maupun hartzeitasal dari harta
warisan yang akan dibagikamakhrujj itu merupakan suatu perjanjian
dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan sesuatagaelmbalan
kepada pihak lain, dan pihak lain menyerahkan Imaglzarta
warisannyd.'

Imbalan yang diserahkan pihak pertama seolah-ol&numakan
harga pembelian dan imbalan yang diserahkan pileaki&k merupakan
barang yang dibeli. Dengan demikitakhrujj ini merupakan perjanjian
jual beli. Jika imbalan yang diserahkan itu sebadai tukar terhadap
imbalan yang akan diterimanya, mak#akhrujj tersebut merupakan
perjanjian tukar menukar. Di samping itu, jika if@ra yang akan
diserahkan kepada pihak yang diundurkan itu diaatdil harta warisan,
maka perjanjiatiakhrujj itu dinamakan pembagian harta warisan.

Perjanjiantakhrujj itu mempunyai tiga bentuk, yaitu:
a) Seorang ahli waris yang mengundurkan seorang ariswang lain
dengan cara memberikan uang pengganti atau hartpdrkeluarkan
dari miliknya. Oleh karena ia telah memberikan suatbalan kepada

ahli waris yang diundurkan, maka ia berhak meneiimaalan yang

3 M. Syakroni, Konflik Harta, HIm. 68
" M. Syakroni,Konflik Harta,HIm. 69
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diberikan oleh orang yang diundurkan. Imbalan itpat berupa
bagian dari harta warisan yang bakal diterimanyjmakPpertama telah
membeli bagian harta warisan pihak kedua dengamméap uang.
Dengan demikian pihak pertama di samping mendapa#enam
sendiri, ia juga memperoleh saham dari orang yaetpaht
diundurkannyd?

b) Beberapa ahli waris mengundurkan seorang ahli wdeagan
memberikan imbalan yang diambil dari harta warigentuktakhrujj
yang kedua ini merupakan bentuk yang sangat umum sésing
terjadi dalam pembagian harta warisan. Setelah serapperjanjian
takhrujj dipenuhi, maka pihak yang diundurkan segera mentgsero
imbalan yang diberikan oleh para hali waris yangiguedurkannya.
Dan selanjutnya mereka menerima sisa harta waridamlah sisa
harta warisan tersebtu mereka bagi bersama seseagad
perbandingan saham mereka masing-ma<Sing.

c) Beberapa ahli waris mengundurkan seorang ahli wdaagan
memberikan imbalan yang diambil dari harta milikrel@ masing-
masing secara urunan. Dalam hal ini orang yang orehgkan diri,
seolah-olah ia telah menjual haknya yang berupaa haarisan,
dengan imbalan yang telah diterimanya dari para \&htis yang
mengundurkannya. Selanjutnya ia tidak memperolehapa lagi dari

bagian harta warisannya. Besar kecilnya urunan yemgs dibayar

5 M. Syakroni, Konflik Harta,HIm. 70
6 M. Syakroni, Konflik Harta,HIm. 70
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oleh masing-masing ahli waris yang mengundurkaradaah sesuai
dengan yang telah mereka sepakati bersdma.
2. Pemilikan Harta Bersama/ Perkonsian Menurut Ulama Hanafiah
Ulama hanafiah membagyarikahlebih dahulu kepada dua bahagian.
Pertamasyarikah milk (perkongsian mengenai milik). Kedsgarikah
‘uquud (perkonsian dengan agad atau kontfak).
a) Syarikah milk
Syarikah milk ialah perkongsian antara dua orang atau lebih
terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad gtajigrer Kemudian
mereka membagi lagiyarikah milkkepada dua macam: Syarikah
dengan terpaksa. Byarikahdengan pilihan.
b) Syarikah uquud
Syarikah ‘uquudmenurut mereka ada 3 macam yagwyirkah bil
amwal (perkongsian modalgyirkah bil abdan(perkongsian tenaga),
syirkah bil wujuh (perkongsian dengan kepercayaan). Kemudian
masing-masing dari tiga macasyirkah uquuddapat dibagi dua lagi
yaitu syirkah mufawadlahdan syirkah ‘inan Sehingga dengan
demikiansyirkah ugquudtu berjumlah enam macam, yaftu:

1) Syirkah mufawadlah bil amwahlah perkongsian antara dua orang
atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan desygaat (I).
Modal, wewenang dan agama mereka sama.(ll). Masegng
para kongsi menjadi penanggung terhadap tindakargskoya

yang lain.

""M. Syakroni Konflik Harta, HIm. 71
8 lsmuhaPencaharian Bersamajlm. 56
% IsmuhaPencaharian Bersamajlm. 59
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2) Syirkah ‘inan bil amwalialah perkongsian antara dua orang atau
lebih tentang sesuatu macam perniagaan atau dalgaasmacam
perniagaan.

3) Syirkatul abdan muwafadlalalah perkongsian yang bermodalkan
tenaga dan dalam agadnya disebutkan kafialvafadlahatau lafal
lain yang pengertiannya sama.

4) Syirkatul abdan ‘inanialah perkongsian tenaga tadi diisyaratkan
perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentangdaiikian pula
apabila dalamagad disebut perkataafinan atau perkataan lain
yang artinya sama.

5) Syirkatul wujuh muwafadlakalah perkongsian yang bermodalkan
kepercayaan orang saja dengan syarat: (I). MasagjAg anggota
perkongsian harus berwenang untuk menjadi penaggg(®).
Barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi santara para
kongsi dan masing-masing menanggung harganysK¢Bntungan
dibagi sama antara para peserta perkongsianM@sing-masing
anggota perkongsian mengucapkan perkataawafadlahatau
perkataan lain yang sama maksudnya, sehingga detegaikian
masing-masing anggota itu menjadi wakil dari yangriya.

6) Syirkatul ujuh ‘inanialah perongsian kepercayaan tanpa syarat-

Syarat tersebut di atas.

3. Pemilikan Harta Bersama/ Perkonsian Menurut Ulama Malikiyah

Menurut ulama malikiyabyarikahada bebarapa macdth:

8 |smuhaPencaharian Bersamajlm. 63
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a) Syarikatul irtsi (perkongsian warisan). Yaitu berkongsinya para ahl
waris memiliki sesuatu barang dengan jalan menenarésan
b) Syarikatul ghanimah(perkongsian pada harta rampasan). Yaitu
perkongsian anggota tentara dalam peperangan &grhaédrang
rampasan perang
c) Perkongsian bebarapa orang yang membeli sesuatndoar
Ketiga macamsyarikah inilah yang oleh ulama hanifiyah disebut
syarikah milk (perkongsian milik). Selain itu macam-macayarikah
yang masyhur selain dari tiga macam di atas ada emacant
a) Syarikah mufawadlah
Syarikah mufawadlahialah persekutuan dua orang atau lebih
tentang berniaga dengan modal dari para pesertgadeketentuan
bahwa masing-masing peserta akan mendapat keuntusesuali
dengan banyak tanpa ada perbedaan dan masing-npasiada bebas
bertindak atas nama perkongsian mengenai jual $®lva menyewa
baik di waktu hadirnya kongsi yang lain maupun waid tidak di
tempat.
b) Syarikah inaan
Yaitu perkongsian antara dua orang dengan ketenhaiwa
masing-masing hanya boleh bertindak dengan seazig {ain.
c) Syarikah amal
Syarikah ini dinamakan juga syarikah abdaan menistiiah

mazhab-mazhab lain dan dapat juga diterjemahkangaten

81 |smuhaPencaharian Bersamajim. 64
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perkongsian tenaga, yaitu perkongsian antara damgotukang atau
lebih untuk bekerja bersama-msama dan masing-masieigdapat
hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakdfnya.
d) Syarikah dzimam

Yaitu perkongsian yang dilakukan oleh dua orang &hih tanpa
menggunakan modal, melainkan membeli barang-baegay saja
dengan cara kredit, kemudian barang-barang itualdigembali dan
keuntungannya dibagai antara para kongsi. Perkamgsi tidak syah
menurut mazhab maliki kecuali jika mengenai judi batu macam
barang saj&’

e) Syarikah Jabar

Seseorang pedangang membeli sesuatu barang dagatigan
hadapan pedagang lain yang juga berdagang bamaraiit ia tidak
berbicara apa-apa maka kalau ia mau, ia berhak semia dalam
pembelian barang itu. Tetapi dengan 6 syarat. $igaat mengenai
barang dan tiga syarat mengenai orang. Tiga syaeagenai barang
lalah (1). Barang itu dibeli di pasar yang biasady@erdagangkan
barang itu. (2). Pembelian itu untuk dijual lagikbn untuk dipakai
sendiri. (3). Penjualan lagi akan dilakukan di dalaegeri tempat
barang itu dibeli. Sedangkan syarat mengenai oyang berhak turut

serta adalah: (1). la hadir pada waktu pembeliaanggitu. (2). la

82 |smuhaPencaharian Bersamajlm. 65
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memang pedagang barang itu. (3). la tidak bicaeaag@ mengenai
barang itu pada waktu barang itu dibeli oleh saadjn®*
f) Syarikah mudhaarabah
Ini disebut jugagiraadl ialah suatu perkongsian yang diadakan
antara orang yang mempunyai modal dan orang yadgk ti
mempunyai modal untuk berdagang, dengan cara onzany
mempunyai modal menyerahkan modalnya kepada yadgk ti
mempunyai modal untuk berdagang.
4. Pemilikan Harta Bersama/ Perkonsian Menurut Ulama $afi’iyah

Ulama syafiiyah membagiyirkahitu kepada empat macam, yaftu:

a) Syirkah ‘inan (perkongsian berbatas)

b) Syirkah abdan (perkongsian tenaga)

c) Syirkah mufawadlah (perkongsian tidak terbatas)
d) Syirkah al-wujuh (perkongsian kepercayaan)

Diantara empat macarsyirkah ini, hanyasyirkah ‘inan saja yang
boleh menurut ulama syafiiyah. Selain itu tidalalsy Menurut imam
syafi’iy modal itu harus dicampurkan sebelum agatiangkan mazhab
lain membolehkan percampuran modal setelah agad.

5. Pemilikan Harta Bersama/ Perkonsian Menurut Ulama Hanabilah

Ulama hanabilah mula-mula membasyiarikah kepada dua macam,
yaitu syarikath fil maal(perkongsian kekayaan) dagarikah fil uquud
(perkongsian dengan kontrdR)Syirkah fil malladalah perkongsian dua

orang atau lebih dalam memiliki sesuatu benda dergan warisan,

8 |smuhaPencaharian Bersamajlm. 66
8 Ahmad Wardi MuslichFigh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010), Him. 346
8 |smuhaPencaharian Bersamajlm. 67
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pemberian, pembelian dan sebagainygyirkah fil uquud ialah

perkongsian antara dua orang atau lebih untuk nuetkga suatu usaha

di mana mereka masing-masing akan mendapat kewrtuk@mudian

syirkah uguudtu dibagi menjadi lima macam yaitd:

a) Syirkah inan, ialah perkongsian antara dua oramg #&bih yang
masing-masing mempunyai modal dan sama-sama bekerja
menjalankan usaha perkongsian itu, kemudian kegaturantara
mereka menurut perjanjian yang mereka adakan pakauvagad.

b) Syirkatu mufawadlah, ialah perkongsian dalam manjdn modal,
dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota ko
memberikan hak penuh kepada anggota lain untukndak membeli
barang-barang, menjualnya, memberi kuasa, berdo@, laenjual
dengan kredit, menggadaikan, menerima gadai dayastya®®

c) Syirkatul wujuh, ialah perkongsian dua orang atebil dengan
bermodalkan kepercayaan orang saja, sehingga meapieh membeli
barang-barang dengan cara kredit, kemudian mengmul dengan
mendapat keuntungan dan keuntungan itu dibagi antaereka
menurut perjanjian pada waktu adad.

d) Syirkatul abdan, ialah perkongsian dua orang tukaag lebih untuk
sama-sama bekerja, dan upah yang mereka perolepedierjaan itu

akan dibagi di antara mereka menurut perjanjiaruteam

87 Ahmad Wardi MuslichFigh MuamalatHIm. 345
8 sayyid SabigFigih Sunnah.Jilid 13(Bandung: Al Ma’arif, 1987), HIm. 176
8 sayyid sabigfigih sunnahHIm. 178
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Dari uraian tersebut di atas, dapatlah kita amesirkpulan pendapat-
pendapat para ulama mengenai bermacam-magakahsebagai berikut:

1) Syirkah ‘inan atau perkongsian terbatas disepgkata ulama tentang
bolehnya, asal memenuhi syarat-syarat menurut utaerg@ka masing-
masing.

2) Syirkah mufawadlah atau perkongsian tak terbatasurmnya boleh
menurut mazha hanafi, maliki dan hambali. Tetagakiboleh menurut
mazhab syafi'i. Hanya beda antara hanifah dan mialigh abu hanifah
mensyaratkan sama banyak modal masing-masing paserta,
sedangkan imam malik berpendapat bahwa itu tidakadesyarat.

3) Syirkah abdan atau perkongsian tenaga, boleh memagmhab hanafi,
maliki dan hambali dan tidak boleh menurut mazhgafis Hanya
bedanya antara abu hanifah dan imam malik ialahmimaalik
mempersyaratkan pekerjaan yang mereka berkongsiatus sejenis dan
setempat sedangkan abu hanifah tidak mempersyariaka

4) Syirkah wujuh atau perkongsian kepercayaan, bolemunut ulama
hanafiyah dan ulama hanabilah dan tidak boleh menama malikiyah
dan ulama syafi’iyah.

Alasan imam syafi'i tidak membolehkasyirkah mufawadlahialah
karena nama perkongsian itu percampuran modal eamungan itu adalah
cabang. Cabang tidak dapat diperkongsikan kecwedudah pokoknya

diperkongsikan lebih dahulu. Pokok dalam hal ddlah modaf®

% |smuhaPencaharian Bersamajlm. 75
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Imam malik berpendapat, bahwa dalayirkah mufawadlahdimana
masing-masing kongsi telah menjualkan sebahagianhdatanya kepada
kongsinya kemudian masing-masing mewakilkan kepamtegsinya untuk
menjaga bahagian yang berada dalam tangan kong3eitapi imam syafi’i
menolak pendapat ini dengan alasan bahwa perkangsi®ukan jual beli
dan bukan pula pemberi kuaseakalah).”*

Alasan imam syafi’i tidak membolehkan perkongsiemaga ialah karena
perkongsian hanya berlaku pada harta. Tidak pat#gée Karena tenaga
tidak dapat diketahui dengan pasti sebagaimanaydgada modal harta
dan oleh karena itu perkongsian tenaga berartppent?

Alasan imam malik membolehkan perkongsian tenagenkaorang yang
berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimalreldeberkongsi itu
hanya semata-mata karena tenaga. Demikian pula inmaadik
menggiyaskan perkongsian tenaga kepaddlarabah(perkongsian berdua
laba). Sebagaimana diketahui bahwa perkongsiauadatta atagiradl itu
disepakati para ulama tentang bolehnya, asal sajaemuhi syarat-syarat
yang ditentukan. Sedangkan pada perkongsian b&abagmudlarabal) itu
pun salah seorang peserta hanya mempunyai terjaga sa

Tetapi imam syafi'i berpendapat bahwa persekutuaang yang
berperang sabil terhadap ghanimah tidak termasikopgsian atagyirkah
Alasan imam malik dan imam syafi’i tidak membolehkzerkongsian yang
hanya bermodalkan kepercayaan orang sajakéh wujuhy ialah karena

perkongsian hanya dapat dengan modal atau dengageatenenurut mazhab

1 IsmuhaPencaharian Bersamajlm. 75
2 |smuhaPencaharian Bersamajlm. 75
% |smuhaPencaharian Bersamajlm. 75
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maliki. Sedang pada perkongsian kepercayaan ituddda hal ini tidak
ada. Sebaliknya abu hanifah berpendapat, bahwa pemtlkongsian
kepercayaan pun ada tenaga yang diberikan oleh gesarta dan oleh
karenanya juga boleh.

G. Pencatatan Harta Peninggalan Menurut Teori Kemaslahtan dan
Dzari'ah

Menurut Satria, dalam hukum Islam ada istilah ydisgbut kewajiban
untuk hiyazah al-AmalKatahiyazahberasal dari kataawzunyang berarti
terkumpul atau sebidang tanah yang memakai sempadanjelas’ Kata
hiyazahbila dihubungkan dengaai-Mal (harta) berarti mengumpulkan dan
menyisihkan harta serta memberikan batas-batasjgbasy Dengahiyazah
berarti harta seseorang tersisih dari harta oraimgdan tidak bercampur,
sehingga akan dapat diketahui batas dan jumlah haliknya.

Dengan mengetahui sempadan tanah miliknya dan roiag lain,
akan dapat diketahui jika adanya pelanggaran hakpdek lain terhadap
haknya, dan sebaliknya ia sendiri dapat membatasi sdpaya tidak
mengambil hak bagian orang lain. Selain tyazat al-Mal juga akan
memudahkan untuk menyelesaikan harta warisan tipsazris meninggal.
tidak jelasnya batas dan jumlah harta yang dititkgge seseorang akan
mengakibatkan persengketaan di kalangan ahli Waris.

Dengan demikian, harta warisan yang tadinya dikkamapsebagai
rahmat bagi ahli waris dan sebagai suatu yangrbessgingatkan seseorang

kepada orang yang meninggalkan harta itu. Denggadieya sengketa,

% Satria Effendi M. Zein,”Analisa Figh Terhadap Yurisprudensi Tentang Keveari®alam
Mimbar HukumNo. 20 Tahun 1995, Him. 131
% M. Syakroni, Konflik Harta, HIm. 72
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akan merusak silaturrahim. Hal seperti ini sudaddisj®ertentangan dengan
tujuan hukum kewarisan Isladiyazat al-Malbukan saja bermanfaat untuk
memudahkan penyelesaian harta warisan, soal jliabeeetangga, hibah,
sewa menyewa, wakaf dan lain sebagainya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada pd®¥ ayat 1
disebutkanq{1} bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalamaka
oleh pewaris dapat ditunjuk bebarapa orang sebaggaksana pembagian
harta warisan dengan tugas (a). Mencatat dalam wsudaftar harta
peninggalan, baik berupa harta bergerak maupun Kidsergerak yang
kemudian disahkan oleh para ahli waris yang ber&aman, bila perlu
dinilai dengan harganya uang, (b). Menghitung jumlgengeluaran untuk
kepentingan pewaris sesuai dengan pasala 175 ayaup a dan b dan®

Konsephiyazat al-Maldan pasal 187 ayat 1 sub a dan b Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, dapat kita pahami bahwalup adanya
pencatatan harta peninggalan, guna menghindarikpeart ketika akan
diadakan pembagian harta warisan. Namun bila diden dari aturan
yang mengatur ini, tidaklah bersifat memaksa damgikat sehingga
memberi peluang adanya kemudaratan yang akan ditwa. Oleh karena
itu penulis merasa perlu untuk memandang pencapsanibagian waris ini
ditelaah melalui ijtihad, salah satunya adalah dangenggunakan teori
mashlahah Secara etimologi, al-Mashlahah diartikan kebaikan,

kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keseladeegatuhar’ Kata al-

% Depag. RiKompilasi Hukum Islantiim. 95

" Rasyad Hasaan KhaliTarikhu Al-Islami, Sejarah Legislasi Hukum IslaTt, T, Th) Cet I,
Terj,, Nadirsyah HawariTarikhu Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islgdakarta: Amza, 2010),
Him 165
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mashlahahadakalanya dibenturkan kaakMufsadahdan ada juga katal-
Madarrah, yang mengandung arti kerusakan. Secara terminolog
memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (apqriyang berupa
memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dartah&iekayaart®
Diantara tokoh-tokoh ulama pemikir muslim yang helaemperkenalkan
teorimaslahahadalah Imam al-Syathibi dan Imam al-Ghazali.

Imam al-Syathibi menjelaskan teomashlahah dengan karyanya,
al-Muwafagat PemahamarMaqasid al-Syariahporsi yang cukup besar
dalam karya al-Syathibi. Sebab tidak satupun huktah swt tidak
mempunyai tujuan membebankan sesuatu yang tida&t dhjaksanakan.
Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk median kemaslahatan
umum, dengan cara menjadikan aturan hukum syaaaly paling utama
dan sekaligus menjadshalihah li kulli al-Zaman wa al-Makanuntuk
kehidupan manusia yang adil, martabat dan masl&ekasarkan teori ini,
pencatatan pembagian waris harta gono gini dapairda sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas tujagan dari hukum
syara’.

Memang dalam kitab-kitab figh klasik tidak ditemokaembahasan
tentang pencatatan pembagian harta waris. halalehbjadi karena pada
waktu kitab-kitab itu ditulis ditingkat amanah ogaislam relatif tinggi,
sehingga kemungkinan akan terjadinya penyimpangdradap pembagian

harta waris kepada ahli waris relatif kecil. sunggiemikian, sejak periode

% Asmawi, Diskursus Teori Mashlahah Makalaah Disampaikan Pada Forum Seminar Karya
lImiah Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin SyHitfayatullah Jakarta, 13 September 2009



61

awal Islam, umat Islam sebenarnya sudah mengenaatsan dalam

transaksi fiuamalal berdasarkan al-Quran surat al-Bagarah ayaf282:

C,« EE i

il L0 e T ) el #0003 Bl ol
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu beamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendalkdaimu mencatatnya,
dan hendaklah seorang pencatat itu di antara kamencatatkannya
dengan benar...*%°

Pencatatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerhatda bagi
pihak-pihak terkait agar tidak terjadi suatu yamgpat merugikan masing-
masing pihak. Selain itu, untuk memberikan jamiteshadap pelaksanaan
pembagian waris, dapat juga digunakan pendelgaatah fighiyyahyakni
“sesuatu yang menentukan sempurna tidaknya suatvajlkean maka
hukumnya wajib? Penggunaan kaidah ini dalam pencatatan pembagian
waris bertitik tolak dari anggapan bahwa pencatgtembagian waris
merupakan suatu aturan yang sengaja dibuat dalamgkaa
menyempurnakan pelaksanaan pembagian waris. penoyeagm ini
berkaitan erat dengan pelaksanaan pembagian webiegai bagian dari
syariat Islam yang sangat penting dalam rangkebaeah kepada Allah.
Karena tujuannya yang Iluhur itu, maka segala atuyang dapat

menyempurnakan pelaksanaan pembagian waris wajiakin"*

% Depag RiAl-Quran Dan TerjemaharHim 23

190 peparteman Agama RAl-Quran Dan Terjemahannyailm. 59

Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Konspildukum Islam
(Yogyakarata: Pustaka llmu Yogyakarta, 2012), Hit83
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Selain itu, pencatatan pembagian waris ini merupakaatu langkah
pencegahan terhadap sesuatu yang akan menimbwkawfdadatan, hal ini
sesuai dengan salah satu metode hukum Islam ysdad al-dzariaah
Dzari’ah dari segi bahasa berarti jalan menuju sesuatuihldiususnya
adalah sesuatu yang membawa pada perbuatan yaagandil dan
mengandung kemadharatan. Akan tetapi pendapattahigroleh sebagian
ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakahwadzari’ah
itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarae@pt ada juga yang
dianjurkan'® Kata dzari’ah itu biasanya didahului dengasaddu yang
artinya menutup, maksudnya adalah menutup jalgadiaya kerusakaff

Dengan demikiardzari'ah terbagi kepada duaPertama, Saad adz-
Dzari'ah. Menurut Imam asy-Syatibibahwa saad dzari'ah adalah
melaksanakan suatu suatu pekerjaan yang semula anchny
kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemtfsadenenurutnya
ada 3 kriteria yang menjadikan perbuatan itu dilgsd). Perbuatan yang
tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakparK@mafsadatan lebih
kuat dari pada kemaslahatan. 3). Perbutan yandetikan olebsyara’ lebih
banyak mengandung usur kemafsadatanffyakedua, fath adz dzari:ah
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam al-Qanaigngatakan bahwa
dzariah itu ada dianjurkan dan bahkan diwajibkan sepegnimggalkan
segala aktifitas untuk melaksanakan shalat jumétgyhukumnya wajib.

Akan tetapi Wahbah Zuhaili membantah pendapat am dhengatakan

192Rahcmat Syafe’illmu Ushul Figih,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), Him. 132

193 Kutbuddin AibakMetodologi Pembaruan Hukum IslaYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
Him. 220

104 Rahmat Syafe'illmu Ushu| HIm. 132-133
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bahwa itu dikategorikan sebagdugaddimah(pendahuluan) dari sebuah
pekerjaan.

Dzariah dapat dibagi berdasarkan dua segi, yakni segiitasia
kemafsadatan dan dari segei jenis kemafsadatanri segi kualitas
kemafsadatan, asy Syatibi membagi kepada empat nmaPartama.
Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadang pasti.
Kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang nmehgwy
kemafsadatanKetiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan
membawa kemafsadataKeempat,perbuatan yang pada dasarnya boleh
dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapmumgkinkan
kemafasadatatf>

Bila ditinjau dari segi kemafsadatan yang ditimiamkibnu Qayyim al-
Jauziyah membagi kepada dua, yagerbuatan yang membawa kepada
suatu kemafsadatan dan perbuatan yang pada dasdibplahkan atau
dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untukakekan suatu perbuatan
yang haram baik disengaja ataupun tidak. Dari kaedué&ebih dirincikan
lagi pembagiannya menjadi empat bentuk. Yakni.SBngaja melakukan
perbuatan yang mafsadat. 2). Perbuatan yang padanga dibolehkan atau
dianjurkan tetapi dijalankan jalan untuk melakulamatu perbuatan yang
haram baik sengaja atupun tidak. 3). Perbuatan piakgmnya boleh dan
pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu dfesadatan, tetapi
berakibat timbulnya suatu kemafasadatan. 4). Spakerjaan yang pada

dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkamksadatar’®

195 Kutbuddin Aibak Metodologi Pembaruariim. 229
1% Rahcmat Syafe’ilmu Ushu| HIm. 133-135
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Seperti halnya pelaksanaan pembagian hartawaris giom ini, maka
untuk memberikan kepastian hukum untuk menjamin tiak para ahli
waris serta memberikan keadilan kepada mereka, makalis mengira
perlu dilegalitaskannya aturan pencatatan pembagiais sebagasaad
dzariah mengingat bahwa tingginya pengaruh adat dardadtigang dianut
oleh masyarakat Indonesia yang menyebabkan pek&ksapembagian
waris ini tertunda, maka perbuatan yang menundaaumi justru
memberikan peluang untuk tidak berkeadilan terhddap-hak manusia.
Maka pelegalitasan pencatatan harta waris gono rgerupakan langkah
untuk menghambat terjadinya kerusakan di kemudian. fTeori saad
dzariah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim mengindikasikeahwa
selama perbuatan tersebut mengandung unsur keratfsadaka perbuatan
tersebut harus dihambat, salah satu yang dapat haetost
ketidakterlaksanaanya pembagian waris ini adalalgale adanya legalitas,
bentuk legalitas yang dimaksud disini berupa hukemulis.

Bentuk legalitas yang dimaksud disini bisa berupaatsotentik yang
dibuat atau dihadapan pejabat notaris ataupun laisgsung melakukan
permohonan kepada pengadilan agama untuk melakp&aatapan ahli
waris sehingga bila nantinya pelaksanaan tersabak tberjalan, maka
pengadilan agama dapat melakukan eksekusi terhedap putusan yang
telah dikeluarkan. Bagi para ahli waris yang tidakmeliki kemampuan
ekonomi yang rendah, mengingat pembuatan suratilotdari pejabat

notaris memerlukan biaya yang cukup besar, merggatdmengajukan
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surat permohonan kepada pengadilan agama agasaflakan penetapan
tersebut dengan biaya yang bersifat Cuma-Cuma

Legalitas yang ada saat ini masih bersifat hibaat@u pasif. Oleh
karena itu, perlu untuk segera dilegalitaskannyaraat pencatatan
pembagian waris ini. Selain itu, dengan adanyalitagahukum ini akan
memberi dampak bahwa seseorang harus taat terlmadapn yang telah
dibuat.

Prinsip ini menerangkan bahwa seseorang tidak la&n menghukum
seseorang hanya atas dasar kehendak hatinya,jdethifagi, teks hukum
yang diterapkan sudah harus ada pada saat pelanggasebut dilakukan.
Dengan kata lain, hukum tidak boleh diterapkan reecsgtroaktif. Hal ini
juga berarti bahwa hanya pelaku dan bukan orang/ég boleh dikenakan
tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakdKan.

Teori konstitusional Islam menyatakan dengan jpfassip pembatasan
kekuasaan negara di bawah kekuasaan hukum, mak#&ujgremerintah
Islam harus menerapkan dan menegakkan syariah ggehimlengan
demikian bahwa tugas pemerintah adalah mengimplasikan syariah.
Hal ini menjadi indikasi bagaimana Islam memberikaioritas tinggi pada
kekuasaan hukum sehingga dengan demikian pembagias benar-benar
dapat terlaksana di masyarakat, sebab salah s@ditga penyimpangan
adalah ketidakadanya sanksi atau hukuman terhadepeken yang
menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkaninsipr ini

mengindikasikan bahwa hukum yang menimbulkan suketvajiban atau

197 Muhammad Hashim KamaliMembumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam
(Jakarta: Mizan Publika, 2008), HIm. 236
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pelanggaran hanya bisa ditujukan kepada orang kiempgang mampu
untuk memahaminya dan secara fisik memungkinkannpaguntuk taat
dengan hukum ketika ia mengetahuinya. Untuk memuakgk warga tahu
akan suatu hukum maka teks hukum tersebut harusbldipsikan dan
aksesnya dibuka kepada semfa.

Menurut Bambang Poernomo, bahwa terdapat empat nrmasifat
ajaran yang dikandung oleh asas legaliftastama asas legalitas hukum
pidana yang bertitik berat pada perlindungan indwviintuk memperoleh
kepastian dan persamaan hukum. Perlindungan indudvujudkan
dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk merempdrbuatan pidana
dan pemindanaan dalam undang-undakigdua asas legalitas hukum
pidana bertitik berat pada dasar dan tujuan peraatamgar dengan sanksi
pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyars¢daingga tidak ada
lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masysdrdketiga asas
legalitas hukum pidana bertitik berat tidak hanyala ketentuan tentang
perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuarsebut, tetapi
juga pada ancaman pidananya, agar penguasa tidedénaeg-wenang
dalam manjatuhkan pidanEeempat asas legalitas hukum pidana bertitik
berat pada perlindungan hukum kepada negara dayariat-"’

Asas legalitas adalah istilah dalam hukum modenygydipinjam oleh
hukum Islam karena prinsip yang mirip dengan itierdukan pula dalam
hukum Islam. Dalam hukum Islam pengertian asaslitagaadalah suatu

prinsip di mana suatu perbuatan baru dapat dianggd@nggar hukum jika

198 Muhammad Hashim Kamalembumikan Syariatjim. 237
19 Eddy, O.S. HiariejAsas Legalitas Dan Penemuan Hukiitm. 18
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waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturargyaelarand® Perlunya
legalitas dalam pembagian waris ini mengingat balpeesoalan waris
merupakan salah satu dari lima kategori yang péijaga dalam Islam
yakni harta selain dari agama, jiwa, keturunanaaal. Menurut M. Shokry
El-Dakkak, asas legalitas dalam hukum Islam seioapéisit terdapat dalam

al-Quran surat al-Isra’ ayat 15:
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Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan dalah untuk dirinya
sendiri. Siapa yang berbuat salah, dirinya sendhilyang akan menderita.
Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa otamy Kemi tidak
menghukum sebelum kami mengutus seseorang*fasul.

Berdasarkan ayat tersebut, hukum Islam tidak hangagakui asas
legalitas, tetapi juga memberi dasar bagi asaspggungjawaban pribadi
dalam hukum pidana. Asas legalitas dalam al-Quranyatakan bahwa
Allah tidak akan menghukum hambanya kecuali apabit sampai risalah
kepadanya melalui hambanya, kecuali apabila telampai risalah
kepadanya melalui para rasulnya yang memberikamgasgan tentang
adanya siksa apabila peraturannya tidak ditaati alean mendatangkan
nikmat apabila aturannya dipatufif. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman
kepada manusia sebelum memberitahukan kepada nresd&hui rasulnya,

maka mengikuti nash-nash di atas jelaslah bahwamdéslam tidak ada

kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada ngiddanpa

10 satria Effendi,Problematika Hukum Keluarga Islam Kotemporgtakarta: Kencana, 2004),
Him. 266-267

1 Departeman Agama RAl-Quran Dan Terjemahannyéiim. 386

M2 Eddy, O.S. HiariejAsas Legalitas Dan Penemuan Hukiitm. 12-13
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pemberitahuah™® Dalam kaidah figh ditegaskan pula bahwéidak ada
hukum bagi perbuatan sebelum adanya atiranserta “hukum asal

sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuky yaelarangnyd

13 Topo SantosoMengagas Hukum Pidana IslartBandung: Asy Syaamil Press & Grafika,
2001), HIim. 114
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian
Paradigma menentukan pandangan dunia peh@ighingga paradigma yang
digunakan dalam penelitian ini adalafaturalistik paradigmatau paradigma
alamiah. Penelitian ini memang terjadi secara ahmdalam situasi normal yang
tidak dimanipulasi keadaan dan kondisiAydenurut Cik Hasan Bisri, paradigma
naturalistik juga tepat sebagai model penelitiginff
Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fentmgsné&enomenologis
berusaha memahami prilaku manusia dari segi keeabgKikir maupun bertindak,
atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual rpanusia pelaku yang
menjadi subjek penelifi.Sebab apa yang tampak di permukaan (tingkah laku)
sesungguhnya pantulan dari dunia ide atau makng tersembunyi di bagian
dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayata
B. Jenispenditian
Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah peneht pengembangan dari
penelitian sebelumnya yakni skripsi peneliti dengadul akibat penundaan
pembagian waris. Oleh karena itu, dalam hal iniepgan ini menggunakan

penelitianfield research(penelitian lapangan), yang mana penelitian innitile

1K, Denzin Dan Yunonns S.LinconlHandbook Of Qualitative Resear€Ferj) Darianato (Jakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), HIm. 123

2 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Him. 12

% Cik Hasan BisriModel Penelitian FigihCet 1 (Bogor: Kencana, 2003), Him 24

* Sanapiah FaisaRenelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikagilalang: YA3 Malang, 1990), HIim.
13

® Burhan BunginMetode Penelitian Kualitatif(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001),HIm. 59
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beratkan pada hasil pengumpulan data dari inforyeeny ditentukaf. Penelitian
lapangan field research dapat juga dianggap sebagai metode untuk
mengumpulkan data kualitatif, yang dimaksudkan kintaempelajari secara
mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut.

Penelitian lapangarfi¢ld research adalah penelitian yang dilakukan secara
langsung di mana objek yang diteliti yaitu Pakaktiu dan Ulama Kota Malang,
untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengambgdeasan yakni “Asas
Legalitas Dalam Pembagian Harta Waris Gono Ginia§abupaya pencegahan
tercampurnya harta waris terhadap perkawinan hatp/fanda mati.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam perelitii adalah kualitatif.
Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena neetod lebih mudah untuk
menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyatada,glain itu, metode ini
juga menyajikan secara langsung hakikat hubungataranpeneliti dengan
informan, dan metode ini juga lebih peka dan dapgiat menyesuaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhaldapoba yang dihadapi.

Penelitian yang menggunakan perspektif kualitabfih memusatkan diri untuk
memahami persepsi individu mengenai dunia, danpagei mencari wawasdn.
Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif inikarenakan data-data yang
dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi ydag perlu dikuantifikasikan.

Dalam hal ini, mendapatkan data yang akurat damtiktedikarenakan peneliti

langsung mewancarai dan berdialog dengan informemudian peneliti

®_exi J. MoleongMetodologi PenelitianHIm. 50
Judith Belib,Melakukan Proyek Penelitian Secara Mandiri, Cet(Jgkarta: PT Indeks, 2006), HIm. 4
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mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secastematis dan mencatat semua
hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaisas legalitas dalam pembagian
harta waris gono gini sebagai upaya pencegahaanm@urnya harta waris terhadap
perkawinan bagi duda/janda mati.
D. Lokas Penditian

Penelitian tentang pandangan pakar hukum dan ularhadap asas legalitas
dalam pembagian harta waris gono gini sebagai upapaegahan tercampurnya
harta waris terhadap perkawinan duda/janda maikaikian di Kota Malang. Hal ini
dikarenakan Kota Malang merupakan Kota yang memgiumasyarakat yang
heterogen dan agamis yang ditampakkan dengan tury@upondok pesantren
ditengah masyarakat. Selain itu, kota ini merupabasis pendidikan yang cukup
tinggi dengan adanya berbagai macam perguruani tyaggg dapat memberikan
warna pemikiran terhadap para ilmuan dan masyarpkagerta ada sebagian dari
masyarakat muslim yang ada di Kota Malang yangtéis duda/janda mati,
melakukan perkawinan tanpa disyaratkan adanya dwerangan pembagian
waris.

E. Kehadiran Pendliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam pem@litkualitatif. Penelitian
kualitatif lebih banyak ditunjukkan pada pembentukeeri subtantif berdasarkan
konsep-konsep yang timbul dari data empifixalam penilitian kualitatif, biasanya
menggunakan diri mereka sebagai instrument, mehgidaumsi-asumsi kultural

sekaligus mengikuti data. Konsekuensi dari pendekiti adalah metode kualitatif

®Nurul Zuriah,Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikglakrata: Bumi Aksara, 2006), Him. 91-92



72

par excellencemerupakanobservasi parispatorigpengamatan terlibat).Dalam

melakukan penelitian ini, peneliti turun sendiridgangan untuk mewawancarai

informan sehingga diharapkan data yang dihasilkamtimya benar-benar sesuai

dengan harapan peneliti.

F. Datadan Sumber Data
Sumber data penelitian ini dapat dibedakan medjaal yaitu:
a) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsunigsdarber pertama, yaitu

perilaku masyarakat melalui penelittfhData yang diperoleh , berupa hasil
wawancara dengan orang-orang yang berhubungan rdgegeelitian ini yakni
Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang. Pakar Hukumndiadalah Para
Akademisi Perguruan Tinggi yang ada kaitan keilnmyan terhadap
permasalahan yang diteliti yakni Ustad Kasuwi SamajlbJstad Zaenul Mahmudi
dan juga praktisi hukum dalam hal ini menjabat gab&akim di Pengadilan
Agama, mereka adalah bapak Drs. Munasik, M.H dgmlbar. M. Faisal
Hasanuddin, S.H, M.H. Sedangkan ulama disini &dakmuka agama atau
pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, nmenmdan membimbing
umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupasalah sehari hari
yang diperlukan baik dari sisi keagamaan, pendidikamaupun sosial
kemasyarakataH. Yakni, KH Chamzawi, KH Abdullah Hasyim, Dr. Isragu

najah dan Dr. Saad ibrahim

°Julia BrannenMemadu Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantifafyogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), HIm. 11

19 exy J. MoleongMetode PenelitianHIm. 112

™ Http://Www. Artikel.Majlisasmanabawi.Net/Kamus-Shil/Arti-Ulama-Pengertian-Ulama
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Adapun kualifikasi keilmuan mereka sebagai inforradalah:

KH. Chamzawi, dalam struktur kepengurusan PCNU Nglanenduduki
jabatan Rois Syuriah NU. Selain itu, beliau juganjaédi Ketua Komisi
Fatwa MUI Kota Malang. Pendidikan terakhir KH. Clmawi adalah
Pascasarjana Program Magister Hukum Islam di UNISM&lang, dan
merupakan dewan kyai di Pondok Pesantren Ma’hadUNN Maulana
Malik Ibrahim Malang.

Dr. Isroqun Najah, beliau merupakan ulama nahdailaima, beliau
merupakan pengurus ma’had ali kampus UIN malarginsgu beliau juga
pengajar di UIN malang dan beliau adalah ketua BIPkota malang.
Beliau juga pengajar di pondok pesantren nurul hodagosono yang
diasuh oleh ayah beliau sendiri.

Ustad Saad lbrahim, beliau merupakan pengajar kdiltees syariah dan
pascasarjana uin malang, selain itu beliau merupakegota dari tarjih
muhammadiyah kota malang. Selain itu beliau jug#f akemberikan
pengajian umum di kota malang.

KH. Abdullah Hasyim adalah penasehat sekaligusadiri majelis Tarjih
dan Tajdid Muhammadiyah. Pendidikan tinggi yangempuhnya adalah
Fakultas Tarbiyah STAIN Malang. Kini, beliau mergalsebagai pengasuh
Pondok Pesantren Program Pendidikan Ulama Tarjih

Ustad Kasuwi Suaiban, beliau merupakan pengajedagai universitas
seperti Pascasarjanah UIN Malang dan Universitasdéka Malang. dan

juga merupakan anggota MUI Kota Malang. Beliau menyai beberapa
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buah karya ilmiah berbentuk buku, diantaranya mémbdentang hukum
waris dan metodologi hukum Islam.

6) Ustad Zaenul Mahmudi, beliau merupakan staf danggjan di UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 1999, d&elilulusan
Pascasarjana/ S2 di UIN Syarif Hidayatullah padaurta2009 dan lulusan
S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012. Sadiaehau mengajarkan
hukum faraid atau hukum waris di Fakultas SyaridN WMaulana Malik
Ibrahim Malang.

7) Drs. Munasik, M.H, beliau merupakan praktisi hukyang saat ini
menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Kotaaigl Beliau
diangkat manjadi hakim pada tahun 1994 sampai isgaartinya beliau
telah menjabat sebagai hakim pengadilan agama adl@rtahun.

8) Dr. H. Muhammad Faisal Hasanuddin, S.H, M.H, beljaga seorang
praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai hakifengadilan Agama
Kota Malang. Beliau menjabat sebagai hakim sela®atahun dimana
beliau diangkat menjadi hakim pada tahun 1994.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti mengganbghwa mereka pantas

untuk menjadi nara sumber terhadap penelitian w&kag dilakukan.

b) Data Sekunder
Sumber sekunder ialah data-data yang diperoleh siemnber kedua dan

merupakan pelengkap dari data utama atau prifrizalam hal ini yang menjadi

2Burhan BunginMetodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuaatif dan Kualitatif, (Surabaya:
Airlangga Universitypress, 2001), Him 129
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data sekunder adalah berupa undang-undang, bukga Keiah dan literatur
lain serta informasi-informasi yang berkaitan dentgpik penelitian
G. Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleélitiesebagai berikut:
a) Wawancara

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuamemperoleh
informasi®> Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekinolog
menyebabkan defenisi interview mengalami perubati@m penyempurnaan,
dimana proses tanya-jawab dapat dilakukan dalaak jmuh®* Dalam hal ini,
ada kontak hubungan pribadi antara pengumpul dategyah sumber data.
Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsoagpun tidak langsung,
secara tidak langsung biasanya peneliti membetapgaan kepada responden
melalui telephone dan lain-lainnya. sedangkan sedangsung dilakukan
dengan car&ace to face” (bertemu langsung).

Metode ini dipergunakan untuk mendata hal-hal ybegkenaan dengan
penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-gedanyang disusun dalam
suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan iarléghulu. Jenis wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensitrigktur’®> Dimana peneliti
akan mewawancarai Pakar Hukum dan Ulama Kota Maldatam proses
wawancara ini peneliti menfokuskan untuk memperalata berupa pandangan

mereka tentang Asas Legalitas Dalam Pembagian Mé&ata&s gono gini Sebagai

1335, NasutionMetode Researchlm. 113
YsSukandarrumidiMetodologi Penelitian Petunjuk Praktid)m. 88
5 M. Nazir,Metode Penelitian(Jakarta: Ghimia Indonesia, 2003), HIm. 193-194
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upaya pencegahan tercampurnya harta waris terhd&kgawinan Bagi
Duda/Janda Mati.
b) Dokumentasi
Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakatuki membaca atau
mempelajari catatan atau dokumen, buku dan semaearpang berkaitan
dengan pendangan para Pakar Hukum dan Ulama Ko@ntylterhadap Asas
Legalitas Dalam Pembagian Harta Waris Sebagai uppgacegahan
tercampurnya harta waris gono gini terhadap Perk@wBagi Duda/Janda Mati.
Sedangkan obyeknya sebagian besar adalah benda® rhatiam proses ini
peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawandafesan-tulisan wawancara
dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.
H. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dariadgpn melalui
dokumentasi dan wawancara selanjutnya diolah darsdn melalui beberapa tahap
untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yarmgatteTahapan-tahapan
pengolahan dan analisis data yang peneliti lakyk#n:
a) Pengeditan
Pengeditan merupakan tahapan pertama yang pdallikan dalam proses
pengolahan data ini. Dalam tahapan ini, penelitliimae kembali data hasil
wawancara dengan Pakar Hukum dan Ulama Kota Maldagini dilakukan

untuk mengetahui lengkap dan tidaknya data yanglseimya telah peneliti

®suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian(Jakarata: Rineka Cipta, 2006), HIm. 231
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peroleh untuk mengetahui apakah masih ada halama elum dimengerti dari
data tersebut.
b) Klasifikasi
Peneliti melakukan pengelompokkan seluruh data-oeteelitian, baik data
yang diperoleh dari hasil observasi maupun datd Wwasvancara dengan Pakar
Hukum dan Ulama Kota Malang berdasarkan kategoterigl, sehingga data
yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan waiag Selanjutnya
peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkansan masalah.
c) Analisis
Peneliti melakukan analisis data-data penelitiangde tujuan agar data
yang telah diperoleh bisa lebih mudah untuk dipah#@dapun analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah anatigiskriptif kualitatif, yaitu
analisis yang menggambarkan keadaan atau stataméea dengan kata-kata
atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menuruédai untuk memperoleh
kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat dipergi@mbaran yang jelas
mengenai pendangan Pakar Hukum dan Ulama Kota Mlakernadap Asas
Legalitas Dalam Pembagian Harta Waris Gono Ginia§abupaya pencegahan
tercampurnya harta waris terhadap Perkawinan Bagaldanda Mati.
d) Kesimpulan
Tahapan terakhir adalah kesimpulan. Pada tahapgemeliti menemukan
jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya penah@mbuat kesimpulan yang
kemudian menghasilkan gambaran secara ringkass jgtan tepat tentang

analisis terhadap pandangan Pakar Hukum dan Ulaota Malang mengenai
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Asas Legalitas Dalam Pembagian Harta Waris Gona Gsebagai upaya
pencegahan tercampurnya harta waris terhadap PedwviBagi Duda/Janda
Mati.
I. Pengecekan Pengesahan Data
Dalam pengecekan keabsahan data, penelitian iniggoeakan tehnik
triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan data memadkdéa@masesuatu yang lain di luar
data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebdgia dan pembadingan
terhadap data dari sumber ldlh.Jadi triangulasi dilakukan dengan cara
membandingkan dan mengecek suatu informasi yaregalgh dari informan yang
satu ke informan lainnya.
Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan tehmgigulasi, Peneliti
melakukan dengan cara:

a) Mengajukan berbagai pertanyaan kepada nara sum@ittdata yang telah
diperoleh berupa fenomena-fenomena yang terjadi asijarakat serta
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan substamgiakan diteliti.

b) Mengeceknya dengan berbagai sumber data

c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan keabdata dilakukan.
Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti bahas mengecek ulang hasil

penelitian dengan jalan membandingkannya dengdragar sumber, metode atau

teori.

™M.B Miles & A.M Hubermen,An Ekpended Source Book Qualitatif Data Analisysalisis Data
Kualitatif, Tej. Tjejep R. Rohiddakarta: Ul Press, 1992), Him. 330
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J. AnalissData

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengam jaékerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjaiasayang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menentukan polaemmgan apa yang penting
dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yaraf dageritakan kepada orang
lain.*® Dalam hal ini peneliti memakai analisis data kasifi miles dan huberman.
Sebagaimana gambar diagram di bawah ini, diagramenupakan bentuk analisis
data model alir dari Miles dan Huberm@&n:

Gambar 3.1
Mode AnalisisAlir Miles Dan Huber man

Masa Pengumpulan Data

REDUKSI DATA

Adaptasi Selama Pasca A
N

PENYAJIAN DATA h

| | > r

| Selama Pasca | '

S

|

PENARIKAN KESIMPULAN/VERIFIKASI S

|
| Selama Pasca H
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusaiarhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasneatah atau data kasar yang

muncul di lapangaf Dengan kata lain reduksi data adalah proses penyadaan

data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan doienelitian. Reduksi data

85uharsimi ArikuntoManajemen PenelitigrCet VII, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), HIm82
19 Matthew B. Miles, A Michael HubermaAnalisis Data Kualitatif( Jakarta: Ul-Press, 1992), HIm. 18
“Tjetep R.RAnalisis Data Kualitatif, Terjematlakarta: Ul Press, 1992), HIm. 16
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dalam penelitian kualitatif berlangsung secara genuselama proses pengumpulan
data berlangsung. Baik dalam bentuk ringkasan, koetegy menelusuri tema dan

membuat gugus-gugus. Dalam penelitian kualita¢ifluksi data merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari analisis data. Pada migsa@nalisis data merupakan data
melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, pedingan dan pencarian

hubungan antar data yang secara sprsifik tentabgrigan antar peubah.

Dalam hal ini, data tersebut berbentuk wawancakamiypandangan Pakar
Hukum dari Perguruan Tinggi dan Instansi HukurKolia Malang dan pandangan
Ulama yang mengasuh pondok pesantren yang selalgayemi masyarakat serta
MUI Kota Malang. Dari setiap pandangan tersebutisdifkan sesuai dengan
kategorisasi pemahaman tentang asas legalitas gearbagian harta waris gono
gini, kemudian dipilah lagi sesuai dengan pandarygag sama.

Dalam penyajian data, penulis berusaha untuk merkaoapermasalahan
yang tertuang dalam rumusan masalah dengan merigguanalisis data deskriptif
kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan sti@us fenomena, dalam hal ini
berupa pandangan informan tentang asas legalilasndaembagian harta waris
gono gini di Kota Malang dengan kata-kata ataunkaflj kemudian dipisahkan
menurut kategori tertentu untuk memperoleh kesiarpuberupa pandangan
informan terhadap asas legalitas dalam pembagiata garis gono gini dan
pandangan informan terhadap surat keterangan peésnbagris sebagai syarat

perkawinan bagi duda/janda cerai nfati.

4ICik Hasan BisriPenuntutan Penyusunan Rencana Penelitiakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003),
Him. 66
?2Suharsimi ArikuntoManajemen Penelitiarkim. 23
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN ANALISISDATA
A.Paparan Data

Dalam Islam, waktu pembagian harta waris berawjakssafatnya si pewaris,
petunjuk ini dapat dipahami dari maksud surat @&aNayat 11, 12 dan 176.
Menurut adat kebiasaan di Indonesia sebagian nastalslam menyelesaikan
pembagian harta waris setelah peringatan hari kemgang ke tujuh, empat puluh
dan yang seratus hari. Dengan pertimbangan padtuwtakdiharapkan ahli waris
dapat berkumpul ditempat pewaris. Dalam Islam kebiasan dikenal dengan istilah
‘urf, ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam peratsau perbuatdn.
Dari segi keabsahannya dari pandangan syard’,terbagi dua yaitual-‘Urf al-
Shahih (kebiasaan yang shahih) dimana kebiasaan yangkbeditengah-tengah
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nasahk,miénghilangkan kemaslahatan
mereka, dan tidak pula membaweadarat kepada mereka. daal-‘Urf al-Fasid
(kebiasaan yang dianggap rusak) dimana kebiasaanbertentangan dengan dalil-
dalil syara’?

Kebiasaan seperti ini tidak terlalu menjadi peranaelama harta tersebut tidak
tercampur dengan harta orang lain. Akan tetapi y@mgdi malah sebaliknya,
terjadinya konflik antar ahli waris bahkan tercammya harta ahli waris yang dahulu
dengan harta ahli waris yang baru disebabkan adangangan pernikahan yang
baru, menyebabkan ketidakjelasan bagian dari hKehiasaan ini menjadi suatu

yang lumrah dan menjadi suatu momok atau aib jé&@npsalahan ini dikemukakan

! Nasrun HaroerJshul Figh 1,HIm. 138
2 Nasrun HaroerlJshul Figh 1HIm. 141
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di tengah masyarakat. Anggapan rakus, durhaka atmggapan negatif akan
menyelubungi ahli waris yang menuntut haknya dalals seorang dari orang tua
mereka yang masih hidup. Padahal ini merupakannkete allah yang sudah
seharusnya sebagai hamba yang beriman untuk meé&kdesaya.

Negara yang menjadi pelindung bagi warga negaratgra tindakan yang
merugikan warganya harus turut andil untuk mencepatbuatan ini dengan
memberikan aturan yang penerapannya benar-benat diapalisasikan. Selama ini
peraturan yang ada hanya bersifat himbauan, makakahp perlu untuk
melegislasikan aturan yang baru agar benar-bensrgean pembagian waris ini
terlaksana dengan baik. Dalam hal ini menurut pak&aum dan ulama Kota Malang
memiliki pendapat yang beragam.

Dibawah ini merupakan argumentasi dari para inforneakait persoalan yang
telah dikemukakan. Ada beberapa pertanyaan yangkdm yaitu: Pertama,
bagaimana Pandangan Pakar Hukum Dan Ulama Kotanllalerhadap Asas
Legalitas Pada Pembagian Harta Waris Gono iaidua, bagaimana Pandangan
Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang Terhadap Surtdrfegan Pembagian Harta
Waris Gono Gini Sebagai Syarat Perkawinan Bagi Dastela Cerai Mati.

1. Pandangan Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang Terhadap Asas L egalitas
Pada Pembagian Harta Gono Gini.
Harta merupakan salah satu ensesial dalam kehidupbalm karena itu ia
menjadi salah satu dari lima bentuk yang menjabukéandharuriyah Dalam
Islam harta merupakan amanah yang diberikan AleggFala manusia, apakah itu

berbentuk makhluk hidup maupun benda mati. Olekraitu, harta merupakan
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hak milik yang dilindungi. Dalam kewarisan Islanarta sangat menjadi prioritas
yang mesti dilindungi bahkan hal ini menjadi ravkatika harta itu terdapat hak
yang juga dimiliki oleh sesama saudara atau ketuagperti halnya harta waris
gono gini sehingga pelaksanaannya menjadi sebuatapalahan sendiri.

Maka untuk menfokuskan penelitian ini, maka penakan membagi kepada
beberapa sub bab yang akan dibahas agar mempgremgblasan yang lebih
konkrit terhadap tema besar dari bab ini
a. Pandangan Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang Terhadap

Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Gono Gini
Menurut kyai Chamzawi, dia mengatakan

Pembagian waris dari harta gono goni didasari padaggung jawab dan
jasa yang telah diberikan oleh suami istri. Apabarta sudah dibagi, maka
otomatis hak dari ahli waris sudah bisa ditetapkiam ini harus dilaksanakan,
sebab apabila ditunda akan menimbulkan konflik mikeian hari. Apa yang
terjadi di masyarakat pelaksanaan ini tidak berjalalengan baik, hanya
sebagian kecil yang melaksanakannya. Hal ini munghksebabkan kepada
ketidak tahuan mereka atau memang kebiasaan-kemaseang mereka
ketahui tidak menjalankan aturan tersebut sepeatétastiadat setempat

Begitu juga menurut Bapak Zainal Mahmudi, beliamngstakaft

Pada prinsipnya, harta waris yang akan dibagi itaris terlebih dahulu
dibersihkan dari hak-haknya. Mana harta waris daana pula harta milik
dari haknya ahli waris. seperti itu juga terhadaprta gono gini, harus jelas
mana harta suami dan mana harta istri. apabila hagbno gini ini telah jelas
maka otomatis dapatlah diketahui mana harta yangnalliwarisi tersebut,
kemudian pelaksanaannya harus disegerakan, sebayakaya terjadi konflik
disebabkan tertundanya pelaksanaan pembagian viairiadakalanya harta
itu habis dijual dan adakalanya ahli warisnya meggal dunia sementara
harta belum dibagi yang dikhawatirkan keluarga daahli waris yang
meninggal tidak mendapatkan atau berkurang dariifaghaknya. Dan ini
banyak terjadi ditengah masyarakat kita sendiri.

® Chamzawi\WWawancaraMalang, 15 Mei 2013
4 Zainal MahmudiWawacaraMalang, 25 April 2013
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KH Abdullah Hasyim yang juga tidak terlalu berbedsendapat,
mengatakah

Dari beberapa pengalaman saya terhadap kasus keamariyang saya
hadapi, maka sesungguhnya orang Islam itu harussdékuen, maksudnya
adalah apabila ada pewaris yang telah meninggalidumaka harta waris itu
harus segera dilaksanakan pembagiannya, sebab daigadalam waktu dua
menit setelah pewaris meninggal ahli warisnya pugaj bisa meninggal,
sedangkan pembagian harta waris belum dibagi makakan menimbulkan
konflik antar ahli waris, sehingga bila kita benbenar konsekuen, seharusnya
sebelum mayat itu dikuburkan harta itu telah dibegpada ahli warisnya. Apa
yang terjadi saat ini, mayoritas umat Islam tidatnkekuen terhadap aturan
yang telah diatur oleh hukum Islam.

Ketiga pendapat tersebut mewakili dari pendapatrimén yang lain yang
tidak berbeda sama sekali. Intinya adalah bahwakpahaan pembagian harta
waris gono gini yang terjadi saat ini tidak tereadi dengan baik sehingga
menimbulkan dampak negatif seperti kerancuan baggara waris untuk ahli
waris, rusaknya tali silaturrahmi antar sesama \ahlis. Penyebab terjadinya
hal seperti ini difaktori antara lain dari segi byd, emosi dalam bentuk etika
dan moral ataupun prilaku dari salah seorang ahfiswyang memang tidak
baik. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hattandéslam terutama harta
waris merupakan sesuatu yang harus dijaga dan ildiberkepada hak
pemiliknya sekalipun memiliki hubungan darah ataluéirga, mereka tidak
berhak untuk merampas hak saudaranya. Sepertiehbarya gono gini dimana
saat salah seorang pasangan suami istri meningged pada saat itu harta

gono gini tersebut harus dibagi agar tidak menikdoulkemudharatan baik

bagi ahli waris pada saat itu dan waktu yang aledand).

® Abdullah Hasyim,WawancaraMalang, 9 Juni 2013



85

b. Pandangan Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang Mengenai Asas
L egalitas Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Harta Gono Gini
Sebagai mana penjelasan pada sub di atas dimaaksaehan pembagian
harta waris gono gini tidak terlaksana dengan bhathkan sudah banyak
terjadi konflik yang tentunya tidak hanya mempeukeberapa bagian harta
melainkan juga akan berdampak pada rusaknya kausahmi antara sesama
keluarga. Untuk itu bagaimana solusi yang diharapkgar pelaksanaan
pembagian waris benar-benar terlaksana, terutarteandhal ini berkaitan
dengan harta yang merupakan salah satu dari liev@siekehidupan. Sehingga
apakah perlu untuk melegalitaskan aturan terhaddgkganaan pembagian
waris mengingat aturan yang ada sekarang masitigtdrsnbaun.
Dalam hal ini, menurut pak Zainal Mahmudi mengatika

Saya setuju dengan adanya legalitas, ini merupakapastian hukum.
Namun sebaiknya jika orang tersebut baik seperdingrdahulu yang tidak
materealistis dapat dilakukan dengan musyawarahmita Adanya legalitas
ini untuk melindungi mereka yang dirugikan sehinggaereka dapat menuntut
jika mereka dirugikan. Ini lebih baik dan lebih nasah. Tanpa adanya
legalitas, maka pelaksanaan tidak berjalan. dengdanya sanksi tentu akan
memantapkan pelaksanaan pembagian ini. Seperti amadik syariah yang
juga menangani pidana ringan.. Kalau tidak salalas&® 2 UU No 3 Tahun
2006 sudah memberikan peluang kedepan bahwa PAt daeanpidana
perkara tertentu karena disebutkan pada pasal tarsébahwa kehakiman
mempunyai kewenangan untuk memberikan keadilanndglanyelesaian
perkara tertentu, padahal sebelumnya UU No. 7 tal989 dimana kata
tersebut hanya berbunyi “masalah perkara perdatdeteu”.ini berarti telah
ada perubahan makna dan maksud sehingga ini dajstikan pijakan bagi
hakim PA kedepannya untuk dapat menyelesaikan j@epkdana.

¢ Zinal MahmudiWawancaraMalang, 25 April 2013
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Sedangkan menurut pendapat Bapak Kyai Abdullah iResyengatakan,

Pelaksanaan pembagian harta waris sebaiknya dilaratkuatu aturan
yang lebih mengikat sehingga jika ada ahli warisrasa dicurangi dengan
sikap ahli waris yang lain maka aturan ini dapajadiikan pijakan hukum.
Aturan yang ada saa ini masih kurang dari yang dipkan sebab hukum ini
masih dari hukum belanda. Sedangkan kehidupan darkembangan
masyarakat selalu berubah. Maka perlu diadakan s@dtiran yang mengikat
bahkan sudah memasukkan ke tingkat perkara pidaehingga pelaksanaan
kewarisan dapat terlaksana dengan baik. Sebab selam adat selalu
menjadi faktor tidak terlaksananya ketentuan allafi, dengan adanya
legalitas maka masyarakat akan dipaksa untuk mafteMsannya karena
memang dari awal ini merupakan perintah allah yavegib dilaksanakan.

Pendapat yang juga semakna diutarakan oleh BapsihvK&aiban, beliau

mengatakandp

Saya kira perlu untuk melegalitaskan aturan tentapglaksanaan
pembagian waris, sebab aturan yang ada saat inull@mnya kompilasi hukum
Islam (KHI) yang masih ada yang merinci persoalaaris dan itupun harus
diamandemenkan mengingat KHI itu merupakah produkuim yang sudah
lama. Mengingat bahwa masyarakat kita sekarang Bu#adas, karena faktor
yang terbesar menghambat pelaksanaan ini adalaébadiskan berbenturnya
dengan adat istiadat daerah setempat, sehingga aterglanya aturan yang
telah dilegaltaskan ini nantinya akan memberi dpgksa kepada umat Islam
untuk menjalankan pembagian waris ini, akan tetapiran yang dibuat
nantinya hendaknya menggabungkan kearifan lokabaenundang-undang
formal sehingga benar-benar menyentuh aspek sdarmhukumnya.

Selain itu, Bapak Saad Ibrahim juga memberikan gapgn terhadap
persoalan ini, beliau mengatakan

Ya ini perlu, bahkan bagi mereka yang tidak melak&kannya harus diberi
aturan yang memaksa. Sebab ini perkara yang mehkyarigutang piutang,
harta yang belum dibagi itu kan masih berada di@mgrang tua mereka
sehingga secara tidak langsung orang tua merekagguemakan harta tersebut
berarti meraka mempunyai hutang terhadap ahli wéaianya. Apabila harta
tersebut habis atau hilang maka orang tua merekashi®ertanggung jawab,
oleh sebab itu pelaksanaan pembagian waris harlsgdiitaskan secepat
mungkin mengingat banyaknya persoalan sepertiiitertgah masyarakat.

" Abdullah HasyimWawancaraMalang, 9 Juni 2013
8 Kasuwi SaibanWawancara,Malang, 28 April 2013
® Saad IbrahimyvawancaraMalang, 8 Juni 2013
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Hal yang senada juga diutarakan oleh Kyai Chamzabgliau
mengatakat?:

Negara kita adalah negara yang pelaksanaan aturarygng masih lemah,
menurut saya ini perlu, cuman aturan yang memaksd®lum ada. Seperti
hal zina, tidak ada hukum yang mengaturnya. Mak#upgai untuk dibentuk.
Sebab dengan adanya kematian maka akan ada hatvahs. Hukum perdata
ini yang diharapkan dapat dapat direalisasikan daereka yang melanggar
akan mendapat efek jera. Namun apakah ada yangnbemanuntutnya. Jika
ada pihak yang dirugikan maka silahkan menuntut tafat yang kuat akan
membuatnya dicerca oleh masyarakat yang memanad) &&dat istiadat yang
ada. Oleh karena itu, aturan ini harus segera dii#gskan sehingga tidak
perlu lagi untuk melakukan pengajuan atau tuntutapi sudah diatur oleh
aturan yang memaksa seseorang untuk melaksanakabaggan waris ini.
Biasanya orang agama itu takut akan siksaan ners&hab mereka akan
ditanya tentang hartanya, sehingga mereka mau reafekannya. Ini sangat
perlu, karena itu merupakan kepastian hukum bagjivaéris. bahkan dengan
menotariskannya akan lebih bagus lagi demi menghindersoalan
dibelakang hari.

Pendapat yang senada juga disampaikan juga oleh I§useliau
mengatakalt:

Memberikan legalitas dalam persoalan pelaksanaarrisvani memang
perlu, akan tetapi tentu tidak semudah itu ditepknaka perlu dilakukan
secara bertahap yang dimulai dengan mensosialiaaséturan ini sehingga
nantinya masyarakat sudah mengetahui dan memahaniay ini mengingat
bahwa persoalan harta memang menjadi kendala sarspat ini, aturan
sendiri di KHI masih defenitif terhadap persoalaelgksanaan waris ini,
hanya menyebutkan di pasal 188 bahwa ahli waris atlamengajukan
permintaan pembagian waris ke pengadilan akanpigtabanyakan mereka
menjaga nama keluarga, kesopanan pada orang tuaalmd mereka
sebenarnya ingin menggunakan harta tersebut. Ki&asss yang terjadi
sekarang ini akibat harta waris yang ditunda pembagya menyebabkan
antar saudara saling mendzolimi dan silaturrahmamara mereka menjadi
buruk, maka menurut saya bahwa legalitas ini menarty tapi dengan cara
bertahap dulu.

10 ChamzawiWawancaraMalang, 15 Mei 2013
™ |sroqun NajahyWawancaraMalang, 14 Juni 2013
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Kemudian Bapak Munasik juga menanggapi persoalan heliau
mengatakan:

Bagi kami para hakim tentu melihat dari segi atussang dipedomani oleh
kami, dalam hal ini persoalan waris memang harusgdilitaskan mengingat
bahwa pelaksanaan pembagian waris dari harta goimoterbentur oleh adat
atau kebiasaan setempat yang juga dipengaruhi @etosi berupa sikap
negatif bagi mereka yang menuntut pembagian hageaswersebut. Padahal
itu telah diatur dalam aturan bahwa pengadilan agamenerima permohonan
untuk menetapkan bagian waris yang diterima olenwahris bahkan jika dari
segi ekonomi jika pemohon tersebut memiliki hartagy sedikit dapat
mengajukan permohonan biaya perkara secara CumaaCtm

Pendapat di atas juga tidak berbeda dengan penBapak Faisal, beliau
mengatakan:

Legalitas disini bermakna adanya regulasi tentaetagsanaan pembagian
waris yang selama ini di masyarakat pelaksanaaniyak berjalan dengan
semestinya. Terjadinya fenomena dimana kurang isaigihya pelaksanaan
pembagian waris harta gono gini dimungkin masyatakeengikuti tradisi
ataupun kebiasaan lokal, saya kurang mengetahuig@enpasti apakah
mereka telah memahami aturan yang telah ada. Sehgeusetelah terjadinya
kematian maka sebaiknya harta itu dibagi kepada adris, andaikata
mereka tidak bisa membaginya maka mereka dapatkoieda permohonan
kepada pengadilan sehingga apabila nantinya amauogan yang dikeluarkan
tidak dijalankan, maka pengadilan dapat melakuk&se&usi putusan yang
telah dikeluarkan dengan demikian legalitas ini raem perlu agar
pelaksanaan pembagian waris harta gono gini dapafaban sebagaimana
mestinya>

Dari kesemua informan menjawab persoalan ini demgaksud yang sama,
artinya mereka sepakat untuk melegalitaskan atyesng berkaitan dengan

pelaksanaan pembagian waris gono gini ditengah analsyt melihat kondisi

dan konflik yang terjadi. Hal ini di dorong olehikginan untuk melaksanakan

2 Munasik,WawancaraMalang, 12 Sepetember 2013
13 M. Fasial HasanuddiwawancaraMalang, 12 Sepetember 2013
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perintah Allah yang telah ditetapkan dalam al-Qudan juga untuk memenuhi
keadilan diantara manusia itu sendiri.

2. Pandangan Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang Terhadap Surat
Keterangan Pembagian Waris Sebagai Syarat Perkawinan Bagi Duda/Janda
Cerai Mati.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penelda gaab 1 tentang
persoalan yang dibahas dimana penundaan pembaayianwaris ini masih bisa
dipertahankan jika harta ini tidak dicampuri dendetk orang lain, salah satu
fakor yang menyebabkan terjadinya percampurandalah adanya perkawinan
yang dilakukan oleh duda atau janda dengan pasdveyamya. Persoalan yang
menarik adalah ketika mereka melakukan perkawiniaBathi Nikah setempat
tanpa terlebih dahulu melakukan pembagian hartasveahingga konflik yang
terjadi dimasyarakat berawal dari pernikahan tersefang menyebabkan
tercampurnya harta waris sehingga tidak diketabtafa besar bagian setiap ahli
waris yang akan terima. Selain itu harta tersebehgalami penambahan atau
pengurangan, ada lagi yang menjadi persoalan adaiMdulinya ahli waris baru
dari hasil perkawinan baru.

Selama ini perkawinan duda atau janda hanya meggetkan surat
kematian dari kepala desa setempat tanpa ada damjelaarta masing-masing
pihak yang hendak menikah, kalaupun dibuat suatuuwatuk menetapkan berapa
besar bagian harta suami ataupun duda, maka ked@anyeng terjadi adalah
bahwa suami atau duda menganggap bahwa harta garsgtelah suami atau istri

yang telah meninggal merupakan hartanya sehinggdaitinamembuat suatu
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keyakinan oleh pasangan yang akan dinikahi tersetauntgira bahwa harta itu

murni milik suaminya tanpa ada hak orang lain tewkaanak-anaknya dari

pasangan yang terdahulu. Oleh karena itu, apakalygratan yang berupa surat
kematian tersebut telah mencukupi atau perlu umakevisi PP. 9 Tahun 1975
pasal 6 huruf f tersebut dengan menambahkan setatakhgan pembagian waris
gono gini terhadap perkawinan duda atau janda oea#ii mengingat pentingnya

pelaksanaan pembagian waris.

Terhadap ini ada bebarapa argumen informan yargetarbeda. Menurut
pak Zainal Mahmudi bahwa persyaratan berupa setat&gan pembagian waris
terhadap mereka duda atau janda yang akan mendgih belum saatnya
mengingat bahwa harta itu masih bisa dibagi. Hatlapat dilihat dari ungkapan
beliau sebagai beriktit

Memang ada hubungan antara perkawinan dan kewayisdan tetapi
masih bisa dibagi. Dalam hal ini sebelum nikah readga diperjelas harta
seseorang yang hendak menikah. Saya yakin hartaistudilacak. Sehingga
belum saatnya diperlukan surat keterangan pembaugians ini. Akan tetapi
memang lebih baik jika melakukan hubungan perkamvalengan adanya surat
pembagian waris. Karena ini akan memamilisir temg@ resiko atau
menghilangkan konflik dikemudian hari.

Menurut saya ini hanya kondisional dalam hal iniure mendesak. Karena
ini berkaitan dengan budaya, apalagi budaya dawga Karena kalau orang
tua masih ada maka ini dianggap saru/jelak. Jadiaskenya para KUA untuk
memberi tahu kepada yang akan menikah untuk menttzatp waris. jadi
tidak sampai kepada syarat. Jika ini dijadikan sgdiasyarat ini akan menjadi
berat dan berbentrokan dengan budaya. Jadi harssardnkan saja kepada
KUA agar mereka yang akan menikah untuk melakukambpgian waris.

Selain itu, menanggapi persoalan tersebut Kyai Gaamberpendapat

Kalau persoalan perkawinan tidak perlu ditambahkantang pembagian
waris gono gini sebagai syaratnya, saya pikir yaaga sekarang sudah

14 Zainal MahmudiWawancaraMalang, 25 April 2013
!5 Chamzawi\WawancaraMalang, 15 Mei 2013
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cukuplah. Akan tetapi sebelum perkawinan harusngmumjukkan terlebih

dahulu stasus hartanya. Tindakan seperti ini tem@merlukan usaha yakni

perlu menjelaskan kepada masyarakat, yang pentiegitnmikan al-Quran.

Karena persoalan waris ini sudah tertera dalam alr@n, oleh karena itu

sudah sepantasnya orang beriman untuk melaksangkarcuman apakah

mereka mau melaksanakannya, tentu itu kembali lepaiktor manusia itu
sendiri.

Melihat kedua pendapat diatas yakni pendapat pakaZ®ahmudi dan kyai
Chamzawi dapatlah diambil kesimpulan bahwa surtréegan pembagian waris
sebagai syarat perkawinan bagi duda atau janda loelan perlu sama sekali,
mengingat bahwa harta yang akan diperselisinkan miasih bisa dilacak.
Kemudian apabila surat keterangan pembagian waridijadikan sebagai syarat
bolehnya seseorang untuk melangsungkan perkawinateghn pejabat resmi
negara akan menambah atau mempersulit seseorarngh@mimah tangga.

Selain itu mereka memberikan saran bahwa sebaigpysoalan ini adalah
dengan cara bahwa ketika seseorang itu meninggabelaaris mempunyai harta,
maka hendaklah ahli waris segera membuat pencdtatém waris dan bila perlu
untuk menotariskan harta ini agar benar-benar harteerjamin dan terpelihara
dari orang-orang yang bukan haknya serta menjelastatus harta mereka
sebelum melaksanakan perkawinan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Kyai Chamzawisébarikut®

Hukum waris yang ada sekarang sudah cukup bagah,larena itu hanya
perlu disosialisasikan,. Sebab di Indonesia inaltelmemberikan hukuman
sosial, hukum Islam dan hukum yang telah dilegah&tkan bahkan ini sangat
bagus, namun tetap akan mengarah kepada perbaikpn dengan cara
bertahap. Selain itu perlu untuk membuat pencat&marisan ini, karna itu
merupakan kepastian hukum bagi ahli waris. bahkamgdn menotariskannya

akan lebih bagus lagi demi menghindari persoalabetiikang hari dan ini
perlu dijelaskan kepada masyarakat, dan yang pgnéidalah membumikan

16 chamzawiWawancaraMalang, 15 Mei 2013
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al-Quran sedangkan pembagian waris merupakan bagiamn hukum yang

terdapat dalam al-Quran. Biasanya orang agama ikut akan siksaan

neraka sebab mereka akan ditanya tentang hartasghingga mereka mau
melaksanakannya.

Namun berbeda dengan pak Zainal Mahmudi, dimanaweherasa bahwa
dalam pembagian waris tidak terlalu penting unt@natariskan pembagian harta
waris, karena yang diinginkan oleh pengadilan dalah saksi dan saksi berupa
manusia sudah cukup. Sebagaimana yang ia utarakagai berikdt"

Yang dibutuhkan oleh pengadilan itu adalah bahwalaksanaan
pembagian waris ini telah terjadi, dan dan untuknmbelktikannya dibutuhkan
saksi dan saksi berupa orang yang hadir saat pembagu sudah cukup.
Sehingga notaris tidak terlalu penting.

Namun informan yang lain berbeda pendapat dengafoéman yang ada di
atas, mereka memiliki alur pikiran yang berbedaniat pak Kasuwi Saiban,
bahwa adanya surat keterangan pembagian waris degrhaderlangsungnya
perkawinan duda atau janda cerai mati akan menceggdinya pelanggaran
terhadap pelaksanaan pembagian waris serta meatm@ganemelihara harta waris
dari tercampurnya harta dari hak orang lain. Danjuga sebagai langkah
pencegahan andaikata terdapat pasangan yang akakamd&elum melakukan
kewajibannya dalam hal pelaksanaan pembagian v&elain itu bahwa PP. No.
9 Tahun 1975 tentang syarat perkawinan itu sudah @an memang harus segera
direvisi karena banyak aturan yang didalamnya tidak dapat mencerminkan

perubahan masyarakat yang sangat cepat.

Pendapat beliau di atas dapat dilihat dari permyabeliau sebagai berikfit

7 zainal MahmudiWawancara 25 April 2013
18 Kasuwi SaibanyWawancara29 April 2013
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Menurut saya memang harus ditambah, sehingga deadanya ini maka
seseorang akan dipaksa untuk melakukan pembagiams viida hendak
melakukan perkawinan yang baru, karena memang kearadi Indonesia ini
sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya sehinggiaksanaannya akan
berbenturan dengan nash. Oleh karena itu, dengaanyal surat keterangan
ini tentu akan memberikan kekuatan yang memaks@osmsy untuk
melakukannya. Selain itu, untuk mengharapkan atlemarisan yang dapat
dilegalisasikan akan memerlukan waktu yang sangamal nah, dengan
ditambahnya surat keterangan pembagian waris ibagai syarat duda atau
janda yang hendak menikah kembali merupakan langkaty tepat dan ini
merupakan tahapan menuju dilegalitasnya pelaksarmssnbagian waris.

Hal senada juga diutarakan oleh kyai Abdullah Hasybeliau berpendapat
bahwa perlunya surat keterangan pembagian warissebagai syarat untuk
melangsungkan pernikahan bagi duda atau jandameatai sebab dengan adanya
ini akan memberikan kejelasan harta. Dia berperidzdava seharusnya sebelum
melaksanakan pernikahan pejabat pemerintah atan gahg akan menikah harus
meminta untuk memberikan kejelasan harta merekangrasasing, akan tetapi
adat dan kebiasaan yang terjadi menyebabkan kajujgeseorang itu perlu
dipertanyakan. Permasalahan tidak hanya sampai ppdaitu urusan hamba
kepada tuhan tapi melainkan juga mempertimbangkaabatl yang
ditimbulkannya yakni hak ahli waris yang ditinggatk hal dapat dilihat dari
ungkapan beliau terhadap persoalan ini, beliau atekgr®

Terhadap persyaratan ini saya setuju, dengan ada&®yelasan harta. Hal
ini disebabkan pembuktian yang memang sangatrselihat kepada adat dan
kebiasaan yang terjadi, padahal seharusnya jikara®g meninggal dunia
maka harta waris langsung dibagi. Karena melihatgaeharusnya dilakukan
tetapi disebabkan kebiasaan yang bertentangan demgah sehingga perlu
untuk meminta surat pembagian waris agar pelaksanaaris betul-betul
telah dilaksanakan. Sedangkan kehidupan dan perkegam masyarakat

selalu berubah. Maka perlu diadakan suatu aturamgyanengikat bahkan
sudah memasukkan ke tingkat perkara pidana. Sehgauseseorang yang

9 Abdullah HasyimWawancara9 Juni 2013
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hendak menikah terlebih dahulu menjelaskan stataahya, tapi faktor
manusia menyebabkan persoalan menjadi rumit, haatey seharusnya dibagi
malah dikuasai dan menyebabkan konflik dikemudiamn tlengan keluarga
dari orang tua tiri mereka. Oleh karena itu say&ipbahwa surat keterangan
ini memang harus dijadikan sebagai syarat perkawina

Begitu juga menurut gus is, beliau berpendapat baswvat keterangan pada

perkawinan duda atau janda cerai mati ini sangsgrilikan mengingat akan ada
hak ahli waris yang belum dibagikan. Sebagaimatialbmengatakaf:

Terhadap perkawinan apabila diminta surat keteramgeetika hendak
poligami itu memang diperlukan dan ini sudah teateli putusan pengadilan
dimana. Bahkan lebih jauh lagi, waris merupakanusd¢bmateri yang perlu
disampaikan bagi mereka yang hendak menikah, sadahya unsur emosi
akan merusak perkawinan sehingga dengan adanyaamtunaka yang
memaksa adalah aturan bukan lagi harus dibagi cabgln oleh tuntutan ahli
waris hal ini dilakukan utk menjadi hubungan kelegaan. Apalagi
perkawinan tersebut dilakukan oleh janda atau dedésai mati tentu lebih
membutuhkan surat keterangan pembagian ini yangktidukup hanya
melampirkan surat kematian saja, sebab ada hak wafdris yang harus
dibuatkan. Kalau untuk poligami saja mempersyaratksaurat keterangan
harta gono gini apalagi perkawinan duda atau janckrai mati tentu lebih
diutamakan.

Selain itu adanya surat ini sebagai langkah pet@ggpka ada diantara calon
yang akan menikah itu belum melaksanakan pembagiams. Sebagimana
pendapat yang diutarakan oleh Bapak munasik, belengatakan:

Persoalan bahwa dijadikan surat keterangan ini ggbhayarat perkawinan
bagi duda/janda disebabkan bahwa ketika seseorangmeninggal tidak
langsung dilakukan pembagian harta waris terselsetiingga menyebabkan
kerancuan dalam menetapkan bagian-bagian yang aktsrima oleh ahli
waris. Hal ini disebabkan budaya yang mempengambasyarakat sehingga
masyarakatpun tidak dapat merealisasikan aturangy&rdapat dalam al-
Quran tentang pelaksanaan waris. Dengan begitu gabantisipasi agar
permasalahan tersebut tidak semakin rumit, mensaya boleh-boleh saja hal
itu dilakukan dengan melihat kemaslahatanfiya.

20 |sraqun NajahWawancara 14 Juni 2013
I Munasik,WawancaraMalang, 12 September 2013
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Bapak faisal hasanuddin juga mengutarakan pendgpaébagai berikut:
Persoalan ini memang menjadi rumit jika pelaksamgan ditunda-tunda

sejak awal yang mengakibatkan dampak yang tidaigutikan. Adanya surat

ini dijadikan sebagai syarat perkawinan bagi dudahda adalah sebagai

antisipasi jika calon yang akan menikah itu belumlaksanakan pembagian

warisnya. Maka menurut saya, ini dibolehkan. Megginbahwa masyarakat

itu sendiri yang memang tidak melakukan tindakarufpe pembagian waris

dari harta gono gini.

B. Analisis Data
1. Pandangan Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang Terhadap Asas L egalitas
Pada Pembagian Harta Gono Gini.

Hakikatnya, hukum kewarisan Islam diikuti dan dijgtan oleh umat Islam
seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, anegaupun latar belakang
budayanya. Namun realitanya, pelaksanaannya agakgat@eni kendala
disebabkan kondisi budaya tertentu. Hal ini diskbab bahwa sebelum Islam
masuk, mereka biasanya telah memakai dan melak@sanaturan tertentu
berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkanistiddat yang menjadi
hukum tak tertulis diantara mereka. Hukum tak textuni dirancang oleh nenek
moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adimtemereka dan disampai
kepada generasi berikutnya secara lisan dari rkalatulut.

Aturan —aturan yang ditetapkan allah atau yangbdisgiga dengan hukum
syara’ termasuk kewarisan diturunkan allah sebagai raliragt umat manusia.

Rahmat dalam bahasa hukum disebut juga dengan kdrats) umat baik dalam

bentuk memberikan kemanfaatan atas manusia ataghmeari manusia dari
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kemudharata®® Hal ini sering disebutkan Allah dalam al-Quran dita dalam
pelaksanaannya umat dituntut untuk melaksanakababar aturan tersebut
semampunya sebagaimana Allah terangkan dalam baygalbahwa kemudahan
bukan kesulitan yang dianugerahkan-Nya bagi unfeainls

Dalam asas kewarisan sebenarnya telah memberikeenagang jelas bahwa
pelaksanaan pembagian waris harus dilaksanakamh sshtu asas yang
memerintahkan hal itu adalah asgbari. Dalam asagjbari bahwa peralihan
harta dari orang yang telah meninggal kepada oyamg masih hidup berlaku
dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan ngalirjau kehendak yang
akan menerima. Dengan demikian peralihan hartaossg yang telah meninggal
kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya nuérkehendak allah tanpa
tergantung kepada kehendak dari pewaris atau peramirdari ahli warisnyZ:.
Asasijbari ini dapat dilihat dari firman Allah dalam suraiNika’ ayat 7:
AT 35 L &l LG 5553815 o1 5TT 35 L sl Jio3l

Z g S 1 ¢ - = 20
T Logpie Cond 7851500 510 251345

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki4a&upun perempuan ada
“nasib” dari harta peninggalan orang tua dan karib kerdsth ‘nasib” berarti
bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatudyt@nigna dari pihak lain.

Aturan yang ditetapkan Allah pada umumnya mudalaldimi dan dijalankan

umat Islam yang berlatar belakang budaya dan bajaygaberbeda. Maka dalam

22 Amin Farih,Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum IslgBemarang: Walisongo Press, 2008), Him.
23
23 Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan IslapHim. 17-18
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penerapan, penyesuaian dari aturan kewarisan ménaciat lama kepada

ketentuan baru yang disebi#raid itu semestinya tidak mengalami kesulitan.
Namun, kenyataannya tetap mengalami kesulitan daletaksanakannya. Salah
satu bentuk kesulitan itu adalah pelaksanaan pdarbamaris yang memang

seharusnya dibagi, tapi disebabkan pribadi manussendiri dan kebiasaan yang
ada di daerah tertentu yang memaksakan pelaks#eraabut ditunda atau malah
tidak ada pembagian sama sekali.

Di Indonesia, adat sangat kuat mempengaruhi ketankewarisan bahkan
berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kewaskan.| Oleh karena itu
perlu adanya kontrol sosiasdsial contro). Salah satu alat kontrol sosial itu
adalah hukum. Kinerja hukum meliputi pembuatan r@marma untuk mengatur
perbuatan dan interaksi sosial, penyelesaian stmgkegketa dan menjamin
kelangsungan hidup masyarakat ketika terjadi pérapgperubahan. Maka
berdasarkan hal ini, hukum dapat dikatakan berfusegjsagai alat kontrol sosial.
Soerjono Soekanto mengutip Roucek, menulis bahavey yWdimaksud dengan
kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukdnk sebuah proses yang
direncanakan maupun yang tidak direncanakan unterndidik, mengajak bahkan
memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikamedigan kebiasaan-
kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang mgkatgan®* Fungsi ini
dilakukan oleh hukum dengan melakukan aktivitassais yang melibatkan
kekuasaan negara sebagai sebuah institusi yangadisir secara politis melalui

lembaga-lembaga yang dibentuknya.

4 Malthuf Siroj,Pembaharuan Hukum Islarfljm. 111
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Saat ini aturan yang mengatur tentang kewarisant ustem di Indonesia
hanya dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kagtasi Hukum Islam
yang mengatur tentang kewarisan ini terdiri daripa3al dari pasal 171 sampai
dengan pasal 193. Akan tetapi sesungguhnya walasumleth diatur dalam KHI,
masih tetap saja terjadi penyelewengan dalam bemit#k terlaksananya
pelaksanaan pembagian waris ini. Hal ini disebald@smya faktor manusia itu
sendiri, ada juga faktor adat dan faktor aturantipgang masih begitu lemah dan
tidak jelas.

Dari segi faktor manusia, menurut Kyai Abdullah iHaslan Kyai Chamzawi
dapat dilihat bahwa adanya ketidaktahuan tentangnyad hukum ini dan
adakalanya dalam bentuk keengganan dalam melaksanadmbagian waris.
namun menurut mereka bahwa faktor keengganan ldbininan daripada
ketidaktahuan tentang adanya aturan pembagian wariedonesia terutama
dalam hukum Islam

Dari segi faktor adat, menurut pak Kasuwi Saibam dainal Mahmudi serta
pak Saad Ibarahim, bahwa adat lebih mendominagididaksanaan pembagian
warisan ini, hal ini bisa dilihat ketika harta itijadikan konflik kemudian hari
oleh mereka para ahli waris. bahkan ketidaktepp&aksanaan pembagian waris
ini disebabkan adanya image atau stigma bahwa dkstigpanan dimata
masyarakat bila harta dibagi ketika salah seoraarg atang tua mereka masih

hidup.
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Sedangkan dari segi faktor aturan sendiri, dimaekakgsanaan pembagian
waris hanya berupa aturan yang terdapat dalam Kasagiukum Islam yakni
pada pasal 187 ayat 1 yang berbufyi:

“Bilamana pewaris mengninggalkan harta peninggalamaka oleh pewaris

selama hidupnya atau oleh para ahli waris dapatigjitkkan beberapa orang

sebagai pelaksana pembagian harta waris denganstuga

a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, bairupa benda

bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian desaltteh para ahli
waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai hargangengan mata uang.”

Bila diamati dengan seksama, pada pasal di atesbigr terdapat katapat,
hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembagians hanya bersifat
anjuran atau permintaan, dalam arti tidak adanyamupaksaan bahwa harta itu
dicatat atau ditentukan bagian para ahli waris.

Melihat dari segi faktor yang menyebabkan tidaKaiexananya pembagian
waris ini tentu menimbukan suatu sikap kedzolinexhadap para ahli waris dan
sebagai pencegahan untuk menghindari terjadinyflikalikemudian hari, maka
ini akan menimbulkan kemaslahatan umat, oleh katardibutuhkan suatu solusi
yang dapat memperbaiki permasalahan ini mengingaivad persoalan harta
termasuk kemaslahatan dalam katedbaruriyah

Dari prinsip kemaslahatan, Al-Syathibi melihat ketahatan sebagai

magashid al-Syari’aldari dua perspektif, yaitmaqashid al-Syari{tujuan tuhan)

%5 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islaid|m 317



100

dan magashid al-Mukallaf (tujuan mukallaf). Magashid al-Syari’ah dalam

perpektif ini mengandung empat aspek yitu

a) Tujuan awal dari syariat adalah mewujudkan kemaséahmanusia di dunia
dan akhirat. Aspek ini berkaitan dengan substaasi eéssensimagashid al-

Syari'ah
b) Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.drkaiian dengan dimensi

bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga didegranslahatan yang

terkandung didalamnya.

c) Syariat sebagai hukum taklif. Ini berkaitan dengajuan pemberian beban
hukum bagi manusia dalam rangka mewujudkan kemetsiah

d) Tujuan syariat untuk dilaksanakan. Aspek terakimr berkaitan dengan
kepatuhan manusia terhadap hukum allah.

Empat aspek ini merupakan susbtansi dan eseagashid al-Syarialyakni
mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Syathibi meminagjashidini kedalam
tiga tingkatan yaknimaqgashid al-Dlaruriyyat, maqashid al-Hajjiyyatan
magashid al-TahsiniiyyatMaka maqashid al-Dharuriyyatdimaksudkan untuk
menjaga eksistensi kehidupan manusia baik kehidigagka pendek di dunia
maupun jangka panjang di akhirat. Kemaslahatan gkateini meliputi
pemeliharaan lima unsur pokok yaitu agama, jiwaurkman, akal dan harfa.
Dengan begitu, harta warisan termasuk kateg@agashid al-Dharuriyyatmaka
untuk mewujudkan kemaslahatan terkait harta, maleanl mensyariatkan segala

bentuk transaksi. Selain itu, Islam melarang pd&asaharta orang lain dan

*® Kutbuddin Aibak,Metodologi Pembaharuan Hukum IslafYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Him.

59

" Malthuf Siroj,Pembaharuan Hukum Islard]m. 49
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menghukum pelakunya, serta mencegah orang lairusegelanggaran melalui
tindakan hukum atas harta kekayaannya.

Bila ditinjau darisaad dzari’'ahh maka perbuatan yang tadinya diperbolehkan
untuk menunda pelaksanaan disebabkan prilaku ariswang patuh dan baik
sehingga tidak diperlukannya legalitas yang memgséeara rinci, akan tetapi
seiringan dengan perkembangan zaman dan banyakmyatan ekonomi
menyebabkan perbuatan penundaan tersebut membeldapak yang negatif
atau kemudaratan bagi para ahli waris, maka untekgmambat lebih besarnya
kemudaratan yang lebih besar maka melegalitaskarbggian harta waris gono
gini ini menjadi suatu yang wajib sebagai langkahevpntif terhadap
penyimpangan yang akan terjadi.

Untuk itu perlu memberikan suatu aturan yang lekifat dari yang ada
sekarang dimana aturan ini berisikan sesuatu yapgatdnemaksa orang untuk
melaksanakannya. Dalam hal ini menegakkan prinsgs degalitas merupakan
solusi yang terbaik dan harus diterapkan melihabdeena yang terjadi dan
kemaslahatan yang ditimbulkannya. Hal ini diselaabkarta merupakan sesuatu
yang esensial bagi kehidupan manusia begitu juge earisan yang menjadi
esensial dari kehidupan para ahli waris, sedangkaan yang ada sekarang tidak
memberikan kontribusi yang cukup terhadap perligdumnhak dari para ahli
waris. Maka adanya asas legalitas ini akan memdrerilaya dorong seseorang
untuk melakukannya sebab hukum merupakan kontraiklsdimana masyarakat
yang ada harus taat pada ketentuan yang telalaghtan oleh institusi hukum dan

mereka terikat padanya.
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Dalam hal ini, bentuk legalitas yang ditawarkanidaforman ada dua:
Pertama,berupa surat otentik yang dibuat atau dihadapaabpepotaris. Hal ini
akan memberikan kekuatan hukum pada pembagian Warisharta gono gini
yang dapat dipertanggung jawabkan dikemudian Kedua,permohonan kepada
Pengadilan Agama agar menetapkan ahli waris datia haaris yang akan
diberikan. Bahkan jika pemohon tersebut hanya nkenhirta yang seadanya
atau kategori orang kurang mampu dapat melakukamgb®nan agar biaya
perkara dilakukan secara cuma-cuma. Sehingga defgaikian tidak ada lagi
alasan dari segi materi untuk tidak melaksanakambpgian harta waris gono gini
bagi umat Islam. Namun yang menjadi persoalan dalalah bagaimana agar
masyarakat itu mau malaksanakannya. Maka perlukuntengadakan aturan
tambahan yang bersifat memaksa kepada masyarakat maglaksanakan
kewajibannya sebagai warga negara dan umat Islarg y@entunya aturan ini
disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada.

Asas legalitas adalah suatu perbuatan atau sitab tioleh dipandang sebagai
perbuatan yang salah kecuali karena adaagh(ketentuan) yang jelas dan yang
melarang perbuatan dan sikap. Apabila tidak ada yasg demikian sifatnya,
maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pejakti Adanya aturan yang
bersifat memaksa sebagai sarana agar aturan tedsgiat berjalan sebagaimana
mestinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rdmélahwa adanya sanksi,
pada asasnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanmemegakan hukum

lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya gateu sudah dipandang tidak

%8 Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Islgrdakarta: Bulan Bintang, 1993), HIm. 53
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cocok® Begitupula sebaliknya bahwa hukum pidana tidakedifxan jika
masyarakat telah mematuhi hukum perdata. Perluyadsemksi terhadap hukum
perdata tersebut karena hukum pidana tidak menggndaidah tersendiri,
misalnya kaidah yang mengatakan: Jangan engkau umeat@u mengambil
barang orang lain, padahal itu merupakan kaidahumukperdata yaitu
perlindungan terhadap hak milik. Pelanggaran atbyatan tersebut dianggap
sedemikian jahatnya dan pelanggaran atas nornebtérdianggap kejahatan.

Dalam hal ini penyimpangan terhadap pelaksanaamirsan tidak ditentukan
jarimahnya dalam al-Quran, hanya ancaman yang féerskhrowi padahal
perkara ini menyangkut persoalan harta dimana sshga ini bukan hanya
perkara yang bersifat ukhrowi namun juga duniaweka ini menyangkut pada
perintah Allah swt dan eksistensi terhadap kehidup@nusia. Menurut aturan
pokok dalam syara’ Islam ialah bahwa hukteizir hanya dikenakan terhadap
perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilararmgnieaperbuatan itu sendiri.
Akan tetapi sebagai penyimpangan dari aturan pdieskebut syariat Islam
membolehkan menjatuhkan hukuman atas perbutarbterapabila dikehendaki
oleh kepentingan umum. Untuk memenuhinya bahwaelah melakukan
perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertibum haruslah dapat
dibuktikan dan telah diundang-undangkan sehingg&inhatidak boleh
membebaskan si pembuatnya melainkan menjatuhkamtark

Akan tetapi dalam hukum normatif, dimana ketentp@mbagian waris di

Indonesia merupakan perkara perdata yang tidak knumtapat dimasukkan ke

% Erdianto EffendiHukum Pidana IndonesiéBandung: Refika Aditama, 2011), Him. 2
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dalam perkara pidana. Oleh karena itu aturan ydagn@engatur agar setiap ahli
waris yang merasa dirugikan dapat meminta pengadiatuk menetapkan
pembagian ahli waris bahkan dapat meminta untulako&bn eksekusi terhadap
harta waris tersebut.

Proses kriminalisasi terhadap pelanggaran berugak tidilaksanakannya
pembagian waris ini tentu akan menimbulkan suatekesan bagi masyarakat
yakni pembuktian. Dalam hal ini, membutuhkan sucdéntik atau surat
keterangan sebagai bentuk bahwa mereka telah mermnddg warisan tersebut
sehingga masyarakat mesti melaksanakannya karegarandelah mengikat
mereka dengan undang-undang demi kemaslahatan udemm, keadilan bagi
para ahli waris dan demi kepastian hukum serta kématannya sebagai bentuk
perlindungan terhadap kebutuhan manusia tersebuthmdanghindari kerusakan
terhadap manusia itu sendiri.

Proses pembuktian ini, menurut pak Saad Ibrahinatddiihat dalam bentuk
adanya surat keterangan ataupun surat otentikodeak yang berwenang dan ini

dapat diambil dari pengiyasan terhadap surat akBdmayat 282:

(a8 >0 - A
> P Py
. 2 A2

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bexmalah secara tidak
tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamncaiatnya, dan hendaklah
seorang pencatat diantara kamu mencatatakannyaatebgnar>®

*® Departeman Agama RAl-Quran Dan Terjemahannyailm. 59
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Dengan pencatatan ini akan mewujudkan kemaslahbgam pihak-pihak
terkait agar tidak terjadi suatu yang dapat merugiknasing-masing pihak.
Adanya upaya melegalitaskan aturan yang berkaitangah pelaksanaan
pembagian waris, maka kesemua informan dari p&relini menyetujui dan
mendukung adanya upaya untuk melegalitaskan pe&laksapembagian harta
waris gono gini dan tentunya pelegalitasan ini nnéunuadanya pencatatan resmi
dalam pembagian waris dalam bentuk surat keteraygag dibuat oleh para
pejabat pemerintah atau yang bersifat otentik gtmg lebih jauh lagi telah
dinotariskan sehingga mempunyai kekuatan hukum di@pat dipergunakan
sewaktu-waktu sebagai bukti jika itu diperlukaneditudian hari. Sementara itu,
terhadap bentuk aturan yang hendak diinginkan hdatlanya penggabungan
antara hukum Islam dan adat dimana adat dapatalipalkama tidak bertentangan
dengan hukum Islam dan pelaksanaannya harus dikege untuk
meminimalkan kemungkinan-kemungkinan yang ditimbatkya dibelakang hari.

Terkait persoalan surat keterangan ini yang harsmu pdimateraikan atau
diketahui oleh kepala desa atau lurah, nampakmauesederhana bahkan juga
menimbulkan suatu persoalan lagi. Dalam hal inladdapakah harta yang tertera
didalam surat keterangan itu benar-benar harta gamariskan, dalam arti bahwa
bisa saja terjadi penipuan yang dilakukan olehlpteaentu tentang apa saja dan
berapa jumlah harta yang diwariskan. Penipuan isa Baja terjadi mengingat
bahwa pejabat negara atau kepala desal/lurah b@shagya mengajukan
pertanyaan terhadap ahli waris dalam hal ini duda ganda yang merupakan

orang tua ahli waris yang masih hidup, sehinggayaememikian tidaklah cukup
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hanya berupa surat keterangan pembagian warisdigatphui oleh kepala desa
atau lurah tapi perlu mengotentikkan surat tersé&upejabat akta notaris agar
surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang lesdab akta notaris yang
dibuat sama kekuatannya dengan keputusan hakinerdiaplilar® Atau para
pemohon dapat melakukan penetapan ahli waris kepadigandilan Agama, bagi
yang tidak memiliki ekonomi yang memadai dengan gagrkan proses perkara
dengan biaya cuma-cuma dengan menunjukkan surdakehampuannya

Pencatatan dalam bentuk surat keterangan pembagias ini adalah untuk
memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalarkagvinan, yakni hak-hak
suami/isteri dan anak-anak atau keturunan, semaelgearaan harta warisan
berupa harta gono gini. Pencatatan ini juga sehagdia mengantisipasi semakin
menipisnya iman seorang muslim. Sebab menurut 8hadtlah satu akibat
menipisnya iman orang muslim adalah semakin barggkdi pengingkaran-
pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untauk dlari kewajiban. Karena
ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunwtréld) sebagai salah satu
jalan keluarnya sebagai usaha prefentif agar otidag lari dari tanggung jawab,
dan juga dengan membuat bukti tertulis.

2. Pandangan Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang Terhadap Surat
Keterangan Pembagian Waris Gono Gini Sebagai Syarat Perkawinan Bagi
Duda/Janda Cerai Maiti.

Pembaharuan hukum dalam Islam merupakan sesuaty rj@mang harus

dilakukan, mengingat perbedaan waktu dan konditrasaerah yang berbeda-

%1 Syarifuddin Arief,Seminar: Dialog Dan Diskusi Notariat Syariatlin Maulana Malik Ibrahim
Malang, Tgl 5 Juli 2013
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beda. Perbedaan tersebut menjadi sunnahtullah damat bagi manusia.
Termasuk perbedaan pendapat. Hal ini disebabkadidiodan waktu merubah
pola pikir manusia itu yang didasari pada latartkestg pendidikan dan kondisi
sosialnya, sehingga dalam menganalisa terhadapdhilakum serta memberikan
produk hukum pun akan berbeda pula bahkan dalam berdan argumen
ataupun alasan-alasan hukum .

Bila diperhatikan dengan seksama, akan ditemukgk@aban sementara atas
begitu sulitnya beberapa umat dalam lingkungan Yymd&ertentu untuk
menyesuaikan diri dan menerima faraid sebagai hukansan yang mengurus
penyeselaian warisan dan mengapa hukum tersehiudibalca dan dipahami oleh
mayoritas umat. Diantara kesulitan dalam penerapan faktor yang
mempengaruhi perbuatan seseorang oleh lingkungdayau meskipun dasar
hukum kewarisan Islam adalah firman Allah dan Hadliabi, namun interpretasi
dalam kitab-kitab figh dilaksanakan oleh mujtah&hgan daya nalar yang tidak
bebas dari pengaruh budaya lokal dan lingkunganamiamayat tersebut
diturunkan. Oleh karena itu, umat yang hidup daliaggkuang budaya non arab
dan dalam kurung waktu yang berbeda mengalami ik&sul dalam
menjalankannya. Termasuk dalam kategori mempe@oalirhadap pasal No. 9
Tahun 1975 pada pasal f yang menerangkan balsgaebrang yang telah
berstatus duda atau janda cerai mati dapat melakyt@rkawinan dengan hanya
menunjukkan surat kematian dari pasangannya yandalk€. Syarat ini
merupakan syarat administrasi dan menjadi pegarsganua kepala Kantor

Urusan Agama apabila seseorang itu hendak menikah.
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Persoalannya adalah terhadap eksistensi harta yhingggalkan oleh
pasangannya yang terdahulu bagi para ahli warigimgat fenomena yang telah
terjadi banyaknya konflik yang terjadi disebabkampagian waris yang belum
terjadi, terutama terhadap harta gono gini. Selaindari kejadian yang terjadi
bahwa tidak diketahuinya berapa jumlah harta yateyicha oleh waris ketika
harta itupun habis dipakai atau harta itu tercanggimgan harta dari perkawinan
dari orang tua mereka yang berstatus duda atawa jeachi mati dengan orang
lain. Hal ini semakin sulit ketika orang tua merskang masih hidup meninggal
dunia sementara jumlah harta waris selama hidupniegn tangga dari orang tua
mereka terdahulu/telah meninggal belum diketahuni.

Dalam menanggapi persoalan ini, informan yang iditelemiliki perbedaan
pendapat. Tipologi perbedaan dibedakan kepada akra ynereka yang menolak
dan mereka yang menerima adanya surat keterangabagen waris dijadikan
sebagai syarat perkawinan terhadap duda atau g@mdamati.

1. Terhadap informan yang menolak ataupun masih ragu;rmaka peneliti
menganggap bahwa pemikiran mereka beralurkan keatfeDimana mereka
masih menginginkan atau mempertahankan aturan gaagsaat ini yakni
cukup menyediakan surat keterangan kematian pasamgareka yang
terdahulu yang dapat dibuktikan dari lurah atauakeplesa setempat. Mereka
adalah bapak Zainal Mahmudi dan kyai Chamzawi.

Mereka berpendapat bahwa persoalan perkawinan tidalat dicampuri
oleh persoalan yang lain seperti halnya dengan tsava sebab dengan

menjadikan syarat pembagian waris ini sebagai symkawinan bagi duda
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atau janda cerai mati akan menimbulkan atau menarkbaulitan bahkan
dianggap memberikan kesukaran terhadap seseoramp hendak menikah.
Padahal menikah merupakan salah satu anjuran gkenyang dewasa agar
dapat menundukkan keinginan mereka.

Selain itu, harta tersebut pasti akan dapat ditemukan ditentukan
besarannya walaupun itu telah berpuluh tahun sghidgngan demikian tidak
perlukan surat keterangan untuk pembagian wardap syarat perkawinan
duda atau janda cerai mati. Seharusnya pembagias watelah dibagi pada
waktu pewaris telah meninggal dunia, dan persoalgakah pembagian itu
dieksekuis, itu semua dapat dibicarakan berdasakkaapakatan semua ahli
waris yang penting mereka dapat mengetahui bagasingrmasing yang akan
diterima oleh setiap ahli waris.

Mereka menambahkan, bahwa persoalan tidak dijadikeat keterangan ini
sebagai syarat disebabkan bahwa ada cara lain iebig baik untuk
digunakan yakni dengan memberikan sebuah perjapgakawinan sebelum
mereka menikah sehingga nanti akan memudahkamisgka membagi harta
peninggalan tersebut. Bahkan bila perlu perjanparkawinan ini nantinya
akan dinotariskan sehingga ketetapan bagian hhltavaris tidak dapat lagi
digangu gugat oleh pihak lain dalam hal ini adalsthi dari ayah mereka
termasuk keturunan yang dihasilkan oleh mereka.

. Kemudian terhadap informan yang menerima untuk atkkgn surat
keterangan pembagian waris sebagai syarat perkavoiag duda atau janda

cerai mati. Mereka adalah pak Kasuwi Saiban, kyaduah Hasyim, Saad
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Ibrahim dan Isroqun Najah. Dalam hal ini penulis ngenggap sebagai
pemikiran modernis dimana mereka menghendaki adgeyabahan dalam
pasal 6 tahun 1975 tentang syarat perkawinan lvagi lslam di Indonesia.

Alasan mereka adalah bahwa persoalan kewarisan ams@iphubungan
terhadap persoalan yang lain seperti halnya perkawisebab adanya
kewarisan disebabkan adanya kaitan hukum salamysatadalah adanya
hubungan perkawinan. Dalam perkawinan yang dilakwteh duda atau janda
cerai mati tentu akan membawa kepada persoalanvadis, sebab ada
kemungkinan bahwa harta yang mereka peroleh atag yereka miliki saat
akan melaksanakan perkawinan, ada hak dari ahiswari pasangan mereka
terdahulu.

Selain itu, adanya surat keterangan ini dijadikalpagai syarat perkawinan
bagi duda atau janda cerai mati menyebabkan adagksan harta yang ada
pada duda atau janda dimana harta yang mereka taiidapat harta ahli waris
yang belum dibagi sehingga perlu adanya tindakakapharta itu akan dibagi
atau hanya sebagai pemberitahuan tertulis kepadangan yang hendak
menikah. Mengingat bahwa kepala KUA selama ini Bamemandang surat
kematian sudah cukup untuk menjadikan duda atadajarerai mati yang
hendak melakukan perkawinan sehingga tidak adahats¢aupun himbauan
terhadap pasangan yang hendak menikah untuk terdighiulu membagi atau
memberitahukan kepada ahli waris dari harta gonoyging didapat dari istri

terdahulu atau ibu dari ahli warisnya karena bigaabahwa kepala KUA
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hanya memperhatikan apa yang tertulis diaturan yaladp dibuat yakni PP.
No. 9 tahun 1975 pasal 6 huruf f.

Jika sewaktu pernikahan akan mengadakan perjapge@awinan maka itu
merupakan penjelasan mana harta pribadi calon sdamistri, sehingga akan
memudahkan dikemudian hari terhadap berapa beg@nbharta suami atau
istri yang diperoleh selama perkawinan. Akan tepgpsoalannya tidak sampai
seperti itu, persoalannya adalah sewaktu hendakkatenalon suami atau istri
merasa bahwa harta yang ada pada suami juga marupakta milik istrinya
karena mereka menganggap bahwa perkawinan bukarya haaling
menyatukan hati tapi juga menyatukan semua yangpada suami dan juga
pada istri. Artinya bahwa perjanjian perkawinan y@ah sebuah permintaan
yang dilakukan oleh pasangan yang hendak menikiamdarti jika tidak ada
permintaan maka otomatis harta mereka selama per&awadalah harta
bersama atau harta gono gini. Dengan demikianamen perkawinan tidak
diperlukan oleh mereka, padahal kebanyakan yanpadteidaklah demikian.
Oleh karena itu perlu melakukan pencegahan ataisigagi terhadap hal
tersebut. Salah satunya adalah dengan menunjukkdnbderupa pelaksanaan
pembagian waris oleh kepala KUA terhadap duda f@ada yang hendak
melakukan pernikahan. Selain itu sikap dari patavedris yang tidak berani
meminta haknya disebabkan pertimbangan moral yalat tdianut ataupun
merupakan streotip dari masyarakat yang menganggawa hal itu bersifat

negatif sehingga memberikan rasa segan dan takuk orelakukannya.
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Dalam hal ini teori sa’ad dzariah dapat dijadikan sumber hukum
menetapkan surat keterangan pembagian harta welbiggai upaya untuk
menjamin hak ahli waris yang ditinggal mati olelray tua meraka yang telah
meninggal. Ibn ar-Rifah dan Imam asy-Syaukani menikan bentuksaad
dzariah yakni menutup sesuatu apabila sesuatu itu menggnkiemungkinan
membawa kepada yang haram. Perbuatan itu ditetaggdaagaivasilah bagi
suatu perbuatan yang dilarang secara jelas maki&uhaenjadi petunjuk atau
dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimararmuyang ditetapkan
syara’ terhadap perbuatan pokdsk.

Selain itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa adasgad dzariahini
memberikan motivasi yang mendorong seseorang maakperbuatan, baik
itu bertujuan yang halal maupun yang harfdnengan melihat kebiasaan-
kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam bentukagai alasan sehingga
pelaksanaan pembagian waris tidak terjadi ataund#tiunda, merupakan
kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan perbuatamenjadi haram
sehingga dengan demikian diperlukan surat keterangambagian waris
sebagai syarat terhadap perkawinan duda atau je@@a mati ini sebagai
langkah preventif atau menuntup kemungkinan-kemuagk yang
menyebabkan keharamannya dalam bentuk adanya pesampharta atau
kerugian bagi ahli waris. Selain itu teori kemaalan juga dapat dipakai
mengingat kemanfaatan yang diberikannya serta mpmerbuatan seseorang

yang akan melakukan kesalahan ataupun kelalaiamdalenjalankan perintah

%2 Kutbuddin Aibak Metodologi Pembaharuan Hukum IslaYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), HIm,
225
% Nasrun HaroerJsul Figih I, HIm. 169
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Allah yang nantinya akan mendatang kemudharatamymglan orang lain.
Sebagaimana yang diutarakan oleh asy-Syathibi, dimdia memandang
bahwa maslahah itu sesuatu yang kembali kepadaknggakehidupan
manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang ealkieki oleh sifat
syahwatidanakli secara mutlaf

Dengan demikian adanya surat keterangan ini akanb®ekan kepastian
dari segiakli dan memberikan keamanan terhadap harta yang dkaari
sebagai salah satu keinginan dgahwatinyananusia.

Dengan melihat dari kedua alasan informan tersepeneliti melihat
adanya perbedaan tersebut disebabkan karena imformeéihat kondisi dan
situasi yang ada baik dari segi antropologi, sogiolmaupun yuridisnya.
Dimana juga diperlukannya langkah sosialisasi sebeimelakukan hal
tersebut sebab pernyataan semua informan menyepakanh adanya
pelegalitasan dalam bentuk tertulis terhadap patee@an pembagian waris.
Tentu dalam persoalan menjadikan ini sebagai syaedtawinan tidaklah
menjadi hal yang sulit bahkan ini merupakan langkahcegahan terhadap
mereka yang belum melaksanakan pembagian warisanDdlal ini, bila
dijadikan surat keterangan ini menjadi syarat Ipggkawinan duda.janda cerai
mati, maka legalitas terhadap pelaksanaan pembagears tidak hanya
bersifat dibuat diatas kerta saja berdasarkan pgeymem saja tetapi menjadi
Peraturan  Pemerintah yang akan memaksa masyarakatuk u

melaksanakannya.

** Kutbuddin Aibak,Metodologi Pembaharuatlm. 190
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pendlitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa:

1

Pakar Hukum dan Ulama Kota Maang sepakat bahwa asas legalitas dalam
pembagian harta waris gono gini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum.
Dalam hal ini ada 2 bentuk yakni membuat surat otentik yang dibuat atau dihadapan
pejabat notaris dan yang kedua dapat melakukan permohonan penetapan ahli waris
di Pengadilan Agama dan bagi mereka yang tidak memiliki pendapatan yang cukup
dapat melakukan biaya perkara secara cuma-cuma.

Salah satu aspek yang menjadi persoalan waris adalah permasalahan waris dari harta
gono gini. Ketika seorang duda atau janda yang hendak menikah kembali maka
sesual pasal 6 huruf f PP. 9 tahun 1975 yang hanya mempersyaratkan surat
kematian kepada duda atau janda cerai mati apabila hendak menikah. Dalam hal ini
Pakar Hukum dan ulama yang dijadikan sebagai informan berbeda pendapat.
Informan yang menolak mengemukakan bahwa persoalan perkawinan dan waris
adalah hal yang berbeda dan surat keterangan ini akan mempersulit seseorang duda
atau janda hendak menikah kembali serta menyarankan untuk memberikan kejelasan
status harta sebelum menikah. Sementara informan yang menerima mengemukakan
bahwa surat keterangan diperlukan sebagai syarat duda/janda cerai mati yang hendak
menikah untuk mengantisipasi agar seseorang dapat melaksanakan perintah Allah

SWT berupa pelaksanaan pembagian waris.
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B. Saran

1. Penditian ini bertuyjuan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanan
kewarisan yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan tidak hanya berupa surat
keterangan yang dilegalitaskan oleh pegabat notaris atau pengadilan tapi dapat juga
dimasukkan ke dalam tingkatan hukum yang lebih tinggi

2. Adanya pendlitian ini hendaknya memberikan kontribusi pemikiran yang lebih
mengarah kepada penerapan hukum Islam yang selamaini hanya bersifat dorongan
tanpa memiliki daya paksa.

3. Dengan adanya penelitian ini akan menjadi pengetahuan bagi kita semua agar asas
legalitas dalam bentuk surat keterangan dipersyaratkan lebih awal dalam penetapan
ahli waris pada saat harta waris gono gini dibagikan.

4. diperlukan adanya regulasi atau aturan untuk menjalankannya dengan
mempertimbangkan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Adanya aturan yang dibuat
hendaklah disesuaikan dengan adat yang telah ada tanpa harus meninggalkan semua
namun tetap kembali kepada penerapan hukum kewarisan Islam sehingga nantinya
konflik yang terjadi akan dapat teratasi.

C. Rekomendas

1. Apabilaterjadi kematian, maka hendaklah steakholder setempat melaporkan kepada
lurah/kepala desa ataupun pencatatan sipil tentang adanya kematian dilingkungan
tempat ia berwenang.

2. Lurah/kepala desa memberitahukan kepada ahli waris untuk melakukan penetapan
ahli waris sesegera mungkin

3. pelaksanaan pembagian harta waris gono gini tersebut dilakukan dengan segera
untuk menetapkan bagian ahli waris yang dituangkan melalui akta notaris ataupun

surat keputusan penetapan ahli waris dari pengadilan agama.
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4. Sebelum dilaksanakan perkawinan yang baru bagi duda/janda cerai mati, hendaklah
dipersyaratkan juga surat keterangan pembagian ahli waris atau surat keterangan
penetapan ahli waris dari pengadilan agama oleh KUA untuk menghindari kerugian

dari pihak ahli waris serta menjaga keharmonisan keluarga yang akan dibina.
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